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KATA PENGANTAR

Perubahan paradigma tata kelol;a pemerintahan menuju tata

kelola pemerintahan yang baik (gmd public governance) dalam berbagai

aspek, salah satunya telah mendorong pelaksanaan penerapan system

akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang terintegrasi sebagai

instrumen utama pertanggungiawaban peLaksanaan penyelenggaraan

pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting sistem ini, Rencana

strategis merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap

instansi pemerintah baik terkait pencapaian visi, misi, tqjuan maupun

sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Rencana strategis instansi pemerintah dal,am tataran operasional

ditetapkan dalam jangka walrtu 5 (lirna) tahun yang merupakan

penjabaran teknis dari Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

tahun 2016-2021. Rencana Strategis tersebut dapa.t dikatakan sebagai

suatu proses partisipatif, sistematis dan berkelanjutan yang membantu

instansi untuk memusatkan semua kegiatan untuk pencapaian visi, misi

tujuan dan sasaran instansi.

Manajemen organisasi yang berorientasi pa.da hasil, p€renc€rnaan

strategis merupakan hal penting. Oleh karena itu Badan Kepegawaian

Daerah telah berupaya untuk mendefenisikan apa yang akan dicapai

oleh organisiasi, mengidentifikasikan strategi, memperjelias prioritas

organisasi dan bagaimana cara mencapai hasil tersebut. Dengan kata

lain perencanaan strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi

ini disusun dalarn remgka pemenuhan tugas pokok merumuskan

kebijakan dan koordinasi di Bidang Kepegawaian bagi Aparatur Sipil

Negara Provinsi Jambi.

Untuk menyatukan persepsi dan arah kebijakan, maka

pelaksanaan tugas dan fungsi senatiasa harus dilandasi dengan visi,

misi dan tujuan serta strategi (cara mencapa.i tujuan dan sasaran) yang

Revtsi RENSTRA BKD Provinsi Iambi 2016-2021I



dijabarkan kedafam kebijakan dan program, serta ukuran keberhasilan

delam pelaksanaannya. Selanjutrya, rencana kine4ja kegiatan akan

ditetapkan kemudian dalam dokumen tersendiri melalui perencanaan

kinerja tahunan dalam waktu 5 (lima) tahun pada 2016-2O21 yang

menjabarkan kegiatan dan indikator kine{a berdasarkan program,

kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Penyusunan rencana ke{a tahunan dilakukan setiap tahun seiring

dengan agenda penyusunan dan kebljakan :rnggaran.

Pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan kebliakan dan

manajemen Aparatur Sipil Negirra untuk mewujudkan reformasi

birokrasi sesuai dengan azas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam berbagai

kebljakan program dan kegiatan diharapkan mampu mengubah wajah

birokrasi menjadi birokrasi bersih, kompeten dan melayani sebagaimana

harapa.n masyarakat. Ini adalah pekerjaan besar bagi jajaran Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi yang diserahkan tugas untuk

menyelenggarakan perumusarl kebijakan, koordinasi, fasilitasi,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan

malajemen Aparatur Sipil Negara yang sesuai dengan azas Aparatur

Sipil Negara secara konsisten terus menegakan dan meningkatkan

komitrnen disertai produktivitas kinerja yang optimal dalam setiap peran

dan tugas.

Untuk mewujudkan aras Aparatur Sipil Negara (ASN) dan

mewujudkan pemerintahan yang good go.rernance sangat diperlukan

pedoman dan langkah-laqkah strategis yang dituaagkan dalam

Rencana Strategis Badan Kepega.waian Daerah ini menjadi blueprint

pelaksanaan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah serta acuan dalam :

1) penyusunan rencana kine{a firerformance plan) 2) penyusunan

rencana kerja anggaran (workplan and budget); menlrusun penetapan

kinerja (performance agreement); 4) pel,aksanaan tugas, pelaporan dan

pengendalian kegiatan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah

Revlsl RENSTRA BKD Provinsi lambi 2016-2021



Provinsi Jambi; dan 5) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kineda Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.

Jarnbi, 2018
KEPAI"A BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

JAMBI

H. .ME
Pembina Muda

NrP. 19641201 I 503 1008
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BAB I
PEX|DIIEI'LI'AT

1.1. Later Betakang

Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan

dokumen perenc.inaan suatu organisasi/lembaga y{rng menentukan

strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasal delaln mens,ambil

keputusan untuk mengalokasikan sumber daya, termasuk modal darr

sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Renstra

adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi

saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pa.da masa depan. Renstra

juga merupakan sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari

kondisi saat ini untuk mereka beke{a menuju 5 (lima) sampai 10

(sepuluh) tahun ke depan. Untuk mewujudkan tujuan yang telah

ditetapkan oleh organisasi dalam ralgka memiliki keunggulan yang

kompetitif, maka para pimpinan dan bawahan haruslah bekerja dalam

sebuah sistem yang ada pada proses rencana strategis.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal I angl<a 7 menyatakan

bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah pada hakekatnya

merupakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Satuan

Kerja Perangkat Daerah atau dokumen perencanaan pembangunan

untuk 5 (lima) tahun.

Renstra Perangkat Daerah merupa.kan langkah-langkah tahap

pembangunan Perangkat Daerah yang berisikan program-ptogram

indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Renstra Perangkat Daerah merupakan turunan dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang menjadi acuan bagi

Perangkat Daerah dalam menlrusun program dan kegiatan

pembangunan. Renstra Perangkat Daerah, memiliki arti dan peran€rn

strategis dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka

menengah dan panjang pemerintah daerah baik secara trangsung atau

tidak langsung.
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Penjelasan di atas memberikan gambaran bahwa setiap Perangkat

Daerah diwajibkan untuk menJrusun dan menetapkan Rencana Strategis

yang akan dipedomani dalam penyusunan Rencana Perangkat Daerah

untuk 5 (lima) tahun kedepa.n. Dalarn Peraturan Pemerintah Nomor 8

tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunal, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Instruksi

kesiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah secara tertulis mengamanatkan kepa.da

setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah untuk dapa.t menyusun Rencana

Strategis.

Renstra Perangkat Daerah, disusun sesuai dengan tugas dan

fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif,

memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebljakan, program dan kegiatan

pembangunan. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jarnbi,

dinyatakan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi

mempunyai fungsi penunjang kepegawaian dan berdasarkan Peraturan

Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi Tlrgas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Jambi mempunyai fungsi penunjang urusan pemerintah

yang menjadi kewenangan daerah pada bidang kepegawaian daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara sebagai acuan makro dalarn pembinaan dan manajamen

Aparatul Sipil Negnra antara lain menyatakan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tqjuan

negara, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas,

profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari

praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mempu

menyelenggarakan pel,ayanan publik bagi masyarakat dan mampu

menjalankan peran sebagai unsur perekat p€rsatuan dan kesatuan

bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2



2. Pelalsanaan manajemen aparatur sipil negara didasarkan pada

perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan

oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki gal61

dalarn rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada

jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Penjel,asan diatas memberikan gambaran dan arahan bahwa

untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari reformasi

birokrasi, perlu ditetapkan Aparatur Sipil Negara sebagai profesi yang

memiliki kewajiban mengelolia dan mengembangkan dirinya dan wajib

mempertanggungiawabkan kine{anya dan menerapkan prinsip merit

dalam pelaksanaan marrajemen Aparatur Sipil Negara.

Untuk itu Rerrisi Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Jambi 2016-2021, sebegAi bagian integral dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, mengelaborasi pola dan

prinsip pembinaan dan manajemen Aparatur Sipil Negara yalg sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan capa.ian visi dan misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi.

Dengan kata lain program dan kegiatan yang disusun dalam Rencala

Strategis tentunya berupa,ya mewujudkan visi dan misi Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jarnbi dengan

mempedomani norma dan ketentuan yang dimuat dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 serta peraturan kepegawaian secara

nasional.

1.2. Leadacan IIU&un
Dalam penyusunan Revisi Rencana Strategis Badan Kepega.waian

Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, memperhatikan arah dan

kebljakan yang bersumber dari beberapa. regul,asi peratwan perundang-

undangan sebagai trerikut:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
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3

4

5

6

8

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai

dan Pensiun Janda/ Duda Pegawai (kmbaran Negara Tahun 1969

Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O03 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tenltanrg Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentarg Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat darr Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 47,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 42871;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tac.ba}ran kmbaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa. kali diubah, terakhir dengan Undang-undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(kmbar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 292, Tambahan kmbaran Negara RI Nomor 5601);

9
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3 149), s€bageim614 telah dua kali
diubah teral<hir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun

2O08 (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

7a\;
1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan

Fungsional Pegawai Negeri Sipil (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan lembaran Negara

Nomor 3547);

L2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda

Kehormatan dan Satyalencana Karya Satya (Lrmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 47, Tambahan kmbaran
Negara Nomor 3558);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,

Tamba-han Iembaran Negara Nomor 3952);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor l0l Tahun 2000

tentang Pendidikan dan Latihan Pegawai Negeri Sipil (Lrmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentarg Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2O00 tentang

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 44, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4192);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Iembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 4 193);
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang

Pengangkatan PNS Dalem Jabatan Struldural (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O02 Nomor 33, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2O03 tentang Wewenang

Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentjan Pegawai Negeri

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,

Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63

Tahun 2009 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O9

Nomor 164);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2O03 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi

Pegawai Negeri Sipil (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun

20O3 Nomor 122, Tambahal;r kmbaran Negara Nomor 4332);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman

Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayarrarr Minimal;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang

Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

(tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122,

Tambahan Lembaraa Negara Nomor 4561), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

43 Tahun 2007 (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 91, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor

47431;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelanggar€um Pemerintahan

Daerah;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instarsi Pemerintah (hmbaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lcmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Prorrinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Iembaran Negara Nomor 4737;

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lcmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

27 . Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara Repubtk Indonesia Tahun

2010 Nomor 74, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5135);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian

hestasi Keq'a Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5258);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil;

30. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8O Tahun 2OO3

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah;

31. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2004 tentang

laporan Pajak-Pajak Pribadi Bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Departemen Dalarn Negeri dan Pegawai Negeri Sipil

Daerah;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penitaian Calon Sekretaris Daerah Propinsi dan
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Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan
Pemerintah Kabupaten/ Kota;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1O Tahun 2006 tentang
Perpindahan Menjadi PNS Pusat dan PNS Daerah;

35. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Noalor 6 Tahun 2OO7 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan

Minimal;

37 . Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang
Perubaharr atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

20O6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencala Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Ke4'a Pemerintah Daerah @erita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1312);

39. Keputusan Kepa1a BKN Nomor 13/Kep /2OO2 tanggal 12 Februari

2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi Badan

KepegawaianDaerah;

40. Keputusan Kepala BAKN Nom or Offi/Kep/ 197 4 tanggial l0 Oktober

1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil;

41. Keputusan Bersama Mendagri dan Kepala BAKN Nomor 217 Tahun

1974 darr O7O/Kep/ L97 4 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil

daerah tanggal 16 November 1974;

42. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983, tanggaf 26 April

1983 tentang Kartu Isteri (KARIS) dan Kartu Suami (KARSU);
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43. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 20O9 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (kmbaran Daerah

Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);

44. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi
(Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8,

Tambahan l*mbaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8).

1.3. ta&sud dan TuJuaa

Malsud Penyusunan Revisi Rencana Strategis Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Jarnbi Tahun 2016-2021 adalah sebagai

gambaran umum atas seli rp program dan kegiaan yang dilaksanakan
pada 5 (lima) tahun ke depan yang lebih kontekstual dan tepat sasaran

dalam rangka mewujudkan aparatur yang handal dan profesional yang

mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Tujuan dari Revisi Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Jambi Tahun 2OI6-2O2L untuk menjadi tolak-ukur
penyusunan program, kegiatan dan anggaran sehingga menghasilkan

output yang jelas dalam pelaksanan tugas Peningkatan Sumber Daya

Aparatur dalarn bentuk program-program kegiatan pembangunan yang

relevan dengan situasi, kondisi, permasalahan dan potensi yang ada

mulrai tahun 2016 sampai der:lgan 2021.

Penyesuaian terhadap sistimatika Peraturan Menteri Delpm Negeri

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalial

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Eva.luasi Rancaagan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah.
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1.4.

BAA I

BAB II

BAB trI

Slstematlka Penulisan

Pendahulusa

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud

dan tujuan serta sistematika penulisan yang menguraikan

pokok bahasan dalern penulisan rencana strategis, serta

susunan garis besar isi dokumen;

GaEbersa Fehyaaaa Badaa Bepegevalaa Daetah Provl,osi

Janbl
Memuat informasi tentang tugas dan fungsi Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Ja'nbi dalam penyelenggaraan

urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas

sumber daya yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya,

mengemukalan capaian-capaian penting yang telah

dihasilkan melalui pelaksanaar Rencana Strategis Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi periode sebelumnya,

mengemukakan capaian program prioritas Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Jarnbi yang telah dihasilkan

melalui pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah periode sebelumnya, dan mengulas

hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai
perlu diatasi melalui Rencana Strategis Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Jarnbi ini.

Permasalaban da^n Isu-lsu Stratcgh Peraaglat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan -prrnasalahan
pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi beserta

faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta tel,aahan visi,

misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

terpilih.
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BAB IV

BAAV

BABVI

BAB VII

AAB VIU

Revisi RENSTRA BKD Provinsi Jambi 2016-2021

TuJuaa dan Sasaraa

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan
dan sasaran jalgka menengah Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Jarnbi.

Strategt darr lfuafu Xeblra&en

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pemyataal strategi

dan arah kebljalan Badan Kepegawai an Daerah Provinsi

Jambi.

Reacana Prograra daa Kegietaa Serta Pendaaaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pend€rnaan

indikatif.

Illnerja Peayeleaggeraan Bldo'lg Ut-usa!

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi yalg secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Jambi dalam lima tahun mendata-ng sebagai

komitrnen untuk mendukung pencapaian tujual dan sasaran

Rencana Pembangunan Jalgka Menengah Daerah 2016-

2021.

PEilUTI'P

Berisi tentang kaidah-kaidah pelaksanaan Revisi Rencala

Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Tahun

2016-202t.



BAB II
GAMBAR PELAYANAN BKD

IL II



2.1.

BAB tr

GATBARAI{ PELAYAI{AT

BAI'AT I(EPDGATAIAT DAERITE PROVII|SI JAUBI

Tugas Fu-grt daa Strulrtur Organtrasi

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tenta.ng

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan

Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Ke{a Badan

Kepegawaian Daerah Pror.insi Jambi mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Daerah mel;aksanakan fungsi penunjalg

urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah pada bidang

kepegawaian daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagg-i

berikut:

a. Perumusan kebljakan teknis penyelenggaraan urusan

pemerintahan di bidang kepegawaian;

b. Penyelenggaraan kebijakan teknis dalam penyusunan dal
penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan,

pengembangan karir, pota karir, promosi, mutasi, penilaian

kinerja, tunjangan kinerja, penghargaan, disiplin,

pemberhentian, dan perlindungan pegawai ASN sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian bagi

pegawai ASN sesuai peraturan perundangan-undangan yang

berlaku;

d. Penyelenggaraan, koordinasi darr fasilitasi penyusunan dan

penetapan kebutuhan pegawai ASN;

e. Penyelenggaraan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan

pengadaan pegawai ASN;

f. Penyelenggaraan, koordinasi dan fasilitasi pengangkatan dan

pengambilan sumpah atau janji calon PNS;
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g. Penyelenggaraan, koordinasi dan fasilitasi pengisian,

pelantikan, peneambitran sumpa.h atau janji, serta

pemberhentian PNS dari jabatan pimpinan tinggi, jabatar
administrator, dan jabatan pengawas;

h. Penyelenggaraan, koordinasi dan fasilitasi pengisian,

pengangkatan, dan pemberhentian PNS dari jabatan

fungsional;

i. Penyelenggaraan, koordinasi dan fasilitasi penyusunan dan
penetapan evaluasi jabatan lingkup pemerintah Provinsi

Jambi;

j. Penyelenggaraan, koordinasi dan fasilitasi perumusan standar

kompetensi jabatan, penyelenggaraan pemetaan potensi, dan

penil,aian kompetensi PNS dalam rangka manajemen

pengembangan karir;

k. Penyelenggaraan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan

mutasi pegawai ASN;

l. Penyelenggaraan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan

pengelol,aan kinerja pegawai ASN;

m. Penyelenggaraan, verifikasi dan fasilitasi pemberian tunjangan

kineq'a/tunjangan penghasilan PNS;

n. Penyelenggaraaa koordinasi dan fasilitasi penyusunan dan

penetapan evaluasi jabatan lingkup pemerintah provinsi;

o. Penyelenggaraan, koordinasi dan fasilitasi pemberian

penghargaan kepada pegawai ASN yang berprestasi dan

penghargaan manajemen kepegawaian kepa.da satuan ke{a
perangkat daerah (Gubernur Awards);

p. Penyelenggaraan, koordinasi dan fasilitasi penegakan

peraturan disiplin pegawai ASN;

q. Fenyelenggaraan, koordinasi dan fasilitasi pembinaan jiwa

koprs profesi pegawai ASN;

r. Penyelenggaraan, koordinasi darr fasilitasi pensiun PNS dan

pemberhentian pegawai ASN;
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s. Penyelenggaraan, kmrdinasi dan fasilitasi pengembangan

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;

L Penyelenggaraan, koordinasi dan fasilitasi penelitian,

pengembangan, dan kerjasama dengan pihak lain di bidang

manajemen kepe gawaian;

u. Penyelenggaraan, koordinasi dan fasilitasi pembinaan,

pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen

kepegawaian;

v. Penyelenggaraan pertanggungiawaban Laporan Akuntabilitas
Kineq'a Instansi Pemerintah (LAKIP), laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan Keterangan

Fertanggungiawaban Badan dan laporan lainnya sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

w. Fengembangan standar mutu pelayanan kepegawaian;

x. Penetapan penyusunan laporan tahunan badan;

y. Pengkoordinasian pelaksanaan kebljakan di bidang

manajemen kepegawaian;

z. Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan dukungan

administrasi kepegawaian kepada s€luruh unit kerja di
lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupa.ten/Kota;

aa. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebljakan di

bidang manajemen kepegawaian; dan

bb. Pelal<sanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Jarnbi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi,

Serta Tata Ke{a Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi

adalah sebagai berikut:
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a. Kepala Badan;

b. Sehetariat, terdai dari:

1. Sub Breiran Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagtan Keuangan dan Asset; dan

3. Sub Bagian Program dan Pelaporan

c. Bidang Pengadaan Kepangkatan Pensiun dan Mutasi, terdiri
dari:

1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan;

2. Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun; dan

3. Sub Bidang Mutasi

d. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Karir, terdiri dari;

1. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi;
2. Sub Bidang Pengembangan Karir Strulrfi.rral; dan
3. Sub Bidang Pengembangan Karir Fungsional

e. Bidang Kinerja, Disiplin dan Pembinaan Korlx Profesi, terdiri

dari;

1. Sub Bidang Pengeloliaan Kineda;

2. Sub Bidang Disiplin; dan

3. Sub Bidang Pembinaan Korps Profesi Pegawai ASN

f. Bidang Sistem Informasi dan Kesejahteraan, terdiri dari;

1. Sub Bidang Sistem Informasi dan Pengelotraan Data;

2. Sub Bidang Dokumentasi; dan

3. Sub Bidang Kesejahteraan dan Penghargaan

g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional
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Gambar 2.1. Stnrlrtur Organisasf
Badaa Kepegawalan Daerah Provtast Jambt
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2.2. Surmhr Daya Badan Kepegaralan Dacreh Provhst Janbt
2.2. 1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang disingkat SDM merupakan faktor
sentral dan strategis dalam suatu orgardsasi. SDM dalam sebuah

organisasi adalah penggerak organisasi tersebut. Demikian pula dengan

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi untuk melaksanakan tugas

dan fungsi perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia yang memadai,

profesional dan handal. Berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan Tahun

2017 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi didukung dengan 93

orang Pegawai Negeri Sipil, dengan perincinan sebagai berikut:

a. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan/ Eselon.

Tabel 2.1.
Keadaaa Pegerat f,egerl Slpll fenurut Jabaten Tahun 2017

SuEber Data : Daftar Urut Kepangkalar. Badan Kepegawaian Daerah PrcviDsi Jambi Tahun 20 17

IYo. Jabatan/Eselon Jumlah Perseatase
l/"1

Jenis Kelamln
LaLt-La&i Perempuan

1
Pimpinan Tinggi
Pratatna/ Eselon II 1 1.08 1 0

2 5 5.38 4 1

Pengawas/ Eselon
ry 16.13 11

Fungsional
Arsiparis I 1.08 0 1

Fungsional
Pranata Komputer 7.53 6 1

Fungsional Analis
Kepegawaian J 3.23 0 1

7. Fungsional Umum 61 65.59 32 29
Jumlah: 93 1()0 54 39
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Secara sederhana gambara-n Pegawai Negeri Sipil Badan Daerah

Provinsi Jambi Menurut Jabatan/ Eselon dapa.t dilihat gambar berikut

1ru:

Galctbqt2.2.
Keadaan PIIS BI(D Provlnsi Jarabi

Meaurut Jabatan darn Jenis Kelami!
Tahun 2O17

,,5

l0

2a)

lt

lLl

t.12

P]

P.29

t_,11

t.l I
t.{

I
P. { t-. b

I P,1

- It-. 0
Pt)

Pimpinan Adninistritor
linggi Pratama / [5elon lll

/ telon ll

Pengrw.s/
tlelon lV

turrgiorral
Pranata

Xo puter

Iungeonal
Arlalit

Kepega\'/aiaD

fuD;t!larral
llrluor

b. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan Ruang Gaji.

Ta,bel2.2.
Keadaan PIIS BXL Provlnsl Janbi fenurut Crolongaa Ruaag Gqif

Tahun 2O17

SuEber Data : Daftar Umt Kepangkaran Bada.n Kep€gawaiaa Dae.ah Proeinsi Jambi Tahun 2017

Berdasarkan data pada tatr-l2.2 diketahui bahwa Pegawai Negeri

Sipil di Badarr Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi didominasi oleh

golongan III, yang berjumlah 74 orang atan 79,57o/o terdiri dari 42 oratg
Laki-I^aki dan 32 Orang Perempuan, sedang golongan ruang gaji terkecil

adalah golongan II yang berjumlah 14 orang atau 15,05%0 terdiri dari 8

Ifo. Goloagan
Ruaag GaJt

JumIah Perseatase
l,6l

.Ienis I(elamln
Laki-Latd Perempua.a

1 Golongan IV 5 4 1

Golongan III 74 79.57 32
J Golongan II t4 15.05 8

Golongan I 0 0.00 0 0
Jumlah: 93 100 s4 39
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Garrrbar 2.3.
K€edarn PI{S BKD Provtnsi Jaabi

Menur:rt Golongan parrg Gqli darr Jetis (6[rrnin
TahE r 2Ol7

t{2

P.l2

6olork:atl lll 6oloryan ll

t.8
P.6l,l

I,',
r;t,lorEarr l!

fr t- 0 P,0

6oltmldr I

c. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan Formal.

Tabel 2.3.
fUgkat Peadtdttan Fotmal PfA BBD Mul Jambt

Tehun 2O17

Sumb€r Data : Daftat Urut Kepergkatatl gadaa Kepegawaim Daerah Provilsi Jambi Tahun 2017

Dari data pa.da tabel 2.3. diketahui bahwa pendidikan Pegawai

Negeri Sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi,

didominasi oleh tingkat pendidikan Sarjana Strata I (S. 1) yang bedumlah

63 orang atan 67,740/o terdiri dari 36 orang Laki-Laki dan 27 Orang

Ilo. Tinqkat Pedldikan Ju'rn lah Persenta.ae
lo/"1

Jenls Kelaraln
LaH-Laki Pereapuan

Sarjana Strata III (S.3) 0 0.00 0 0
2 Sarjana Strata II (S.2) 5.38 4 1

3 Sarl'ana Strata I (S. l) 63 67.74 27
4 Diploma IV (D.lV) 0 0 0
5 Diploma III (D.lIl 10 10.75 5 5
6 Diploma II (D.II) 0 0.00 0 0
7 Diploma I (D.I) 0 0.00 0 0
8 SLTA t4 i is.os 6

SLTP 1 | 1.08 0
10. SD 0 0.00 0 0

Jumlah: 93 1()() 54 39
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Perempuan. Secara umum tingkat pendidikan pegawai Negeri Sipil
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi cukup baik, dimana dari 93
Orang Pegawai Negeri Sipil terdapat 5 orang atau 5,3gVo (4 Orang laki-
Laki dan I Orang Perempuan) yang berpendidikan Sarjana Strata II.
Secara sederhana dapat lihat gambar berikut ini:

Gambar 2.4.
Keadaan PNS BKD Prorrinslrambi

lvlenurut Tlngkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2Ol7
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,".0 r',, ||",,.." rr',.",.,,." ",ii
Srd... $rl.n. S.drn. DlploinrDiptoh.Otptoln.Dtptom. SrtA
srnt rllSrar. rr sar.t t tv(o.tvlllt (D.lltt 0 (O.[, tlO.D

ItP'o uo e,o

StrP 50

d. Kedaaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat pendidikan

Penjenjangan.

Tabel 2.4.
Ttrgkat Pendldlkaa PeqJeqfo"go'. EIIS BIID Provtngt JaEbt

Tahun 2O17

Su.mber Data : Daftar Urut Kepangkatan Badan KepeSawaian Daerah Provinsi Jaobi Tahun 2O 1 7

Data pada Tabel 2.4. menggambarkan bahwa Pegawai Negeri Sipil
yang telah mengikuti pendidikan penjenjangan berjumlah 24 Orang atau

1 Diklatpim IV (Adum
dan Adumla) 15 62.50 10

2 Diklatpim III
(SPAMA} 8 33.33 5 3

J. Diklatpim II
(SPAMEN) 1 4. t7 1 0

4 Diklatpim I (SPATI 0 0.oo 0 o

Revtsl R"EI{STRA BKD ProviDst lantbi 2016"-tI 
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25,8lo/o dari total Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jambi. Secara sederhana gnmbaran pegawai Negeri Sipil Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi yang telah mengikuti pendidikan
penjenjangan dapa.t dilihat garnbar berikut ini:

cambar 2.5.
l(€6daan Plls 8KO Proyinsir.mbi

Merurut Ii nStat P.ndidilan P.ijenianSan ?ahun 2017

Ditlatpim ttt,
a Oran& 33X

OildaFim ll,
l Oran&4X

DillaEln lV
15 Oran& 63*

Diklatpim l,

O Oran& 096

e. Kedaaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin.

Ta.bcl 2.5.
Keadaaa PIIS BBD hovllrrl Jambi Uenurut Jentc Kelerotn

Sumbcr Data : Defter Urut K€pqagkatan Badan KepcgaEaian Daerah Pro\rinsi Jshbi Tahun 2Ol7

Data pada Tabel 2.5. menggambarkan bahwa pegawai Negeri Sipil
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi didominasi jenis kelamin
Laki-laki yang mencapai 54 Orang atau 58,060lo.

laki-I^aki 54 s8.06
c Perempuan 39

Revisl RENSTRA BKD ProviDsi lambi 2016-2021 lzL
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Secara sederhana gambaraa Keadaan PNS BKD Provinsi Jambi
menurut Jenis Kelamin di Tahun 2Ol7 dapat dilihat gatnbar berikut ini:

cambar 2.6.
feadaan PNS BKD Provinsi Jambi

Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017

2.2.2. Sarana Prasarana

Untuk meLaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Jambi tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan

kualitas Sumber Daya Manusia saja. Pelakanaan tugas pokok dan fungsi

tersebutjuga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang

memadai, sehingga tercapai kualitas kerja yang baik. Sarana adalah

segala sssu6L yang dapat dipalai sebagai aLat dalam mencapai malsud
atau tujuan organisasi, sedaagkan prasarana adalah segala yang

merupa.kan penunjang terselenggaranya suatu proses atau usaha agar

tuj uan organisasi tercapai.

Secara umum sarana dan prasarana digunakan antara lain untuk
menunjang kegiatal ketatausalaan atau administrasi perkantoran,

pembinaan dan peLayaran administrasi kepegawaian, upaya

peningkatan kualitas kine{a Sumber Daya Manusia/Aparatur Sipil

Negara serta penunjang pelaksanaan pel,alsanaan program dan kegiatan

Badan Kepegawaiaa Provinsi Jambi.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, memiliki 1 lokasi gedung

perkantoran, yaitu di Jl. RM Nur Admadibrata No.2, Telanaipura, Kota

Jarnbi, Kode Pos: 36361, yang terdiri dari 1 (satu) gedung lantai II, I

Revlst RENSTRA BKD Provinsi Janbi 2016 .rlrrl
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(satu) Mushola, I (satu) unit Tempa.t Photo Copy, l(satu) unit Kantin, 2
(dua) unit tempa.t parkir roda dua, serta 1 (satu) unit tempat pembakaran

berkas atau sampah perkantoran.

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi dapat dilihat tabel berikut ini;
Tebel 2.6.

Keadaan Prararara daa &rana BBD Provbsl Jenbt Tabua Z)17

Sullber Data : Bul<u Inverltaris Ba.aDg Badan KepegaFaiart Daerah Provinsi
JaEbi Tahutr 2017

Setiap ruang ke{a Pegawai Negeri Sipil dan ruang rapat dilengkapi

dengan fasilitas pendingin ruangan Air Conditioner (AC). Disamping itu
disetiap ruang tersebut, juga dilengkapi prarasana dan sarana kerja

berupa meja dan kursi kerja, komputer, printer, scanner serta jaringan

wiFi.

Khusus pejabat struktural eselon II dan III untuk kelancaran

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi disediakan kendaraan dinas atau

operasional roda 4 (empa.t) dan eselon IV /staf operasional disedialan

kendaraan roda 2 (dua).

I Tanah dan Bangunan
a. Bangunan Induk3

l,antai
b. Bangunaa Gedung

Gudang 1 Lantai
c. Bangunan Gedung

Kantin
d. Bangunan Gedung

Mushola

Bangunan

Bangunan

Bangunan

Bangunan

507.5 M2

24.73 M2

80 M2

30 M2

2 Alat-Alat Angkutan Roda Empa.t dan
Roda Dua 3l Unit

3 Alat Kantor dan Rumah
Tangga

Komputer,Lemari,
AC,Printer, dsb.

677 Unlt
4 Alat Studio dan Alat

Komunikasi Sound Sistem 1 Unit

Revisi RENSTRA BKD ProviDsi lambi 2016-2021
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2.3. B:fnede Feleyenes Bden fepegavdrl Irecreh Mrst Jambt

Dalarn rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang

sebagaimana dis1u1 daleyn Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi
dan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, melaksanakan fungsi penunjang

urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah pada bidang

kepegawaian daerah. Badan Kepega.waian Daerah Provinsi Jambi dalam

kurun waktu tahun 2010-2017 telah melaksanakaa 15 (lima belas)

program yaitu:

&. Prog'arn Pelayanan Administrasi Perkantoran;

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

e. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;

f. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan;

g. Prograrn Pembinaan Balat dan Peningkatan Prestasi Anggota

KORPRI di Bidang Keagamaaa Mental dan Rohani;

h. Program Penataan, Perencanaan dan Relrruitmen SDM Aparatur

Berbasis Kompetensi;

i. Program Promosi dan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara

Terbuka;

j. Program Profesionalisasi PNS;

k. Program Peningkatan KesejahGraan PNS dan Pemberian

Penghargaan PNS;

l. Program Pelayanan Publik di Bidang Kepegawaian;

m. Program Penyusunan Kebijalan, Kmrdinasi, Monitoring dan

Evaluasi Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;

n. Program Peningkatan Kualitas Informasi Kepegawaian;dan

o. Program Pembinaan Bakat dan Feningkatan Prestasi Angota
KORPRI di Bidang Olah Raga

Revlsl RENSTRA BXD Prlvlrsl lambl2016-rr-I 
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Selanjutnya 15 (lima belas) program tersebut masing-masing

dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang secara totalitas lebih kurang
mencapai 92 kegiatan. Masing-masing kegiatan ada yang dilakukan
secara terus-menerus (countinue) dan tidak terus-menerus (terputus/
parsial), selama tahun 201O hingga 2015 terdapat lebih kurang 36

kegiatan yang telah rlilak561raL"n dan untuk tahun 2O16 hingga 2017

terdapat lebih kurang 80 (delapan puluh) kegiatan. Kegiatan yang

sifatnya parsial disebabkan oteh tuntutan dan perubahan kebutuhan
organisasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi dalam melaksanakan

dan menyelenggarakan fungsinya sebagai Perangkat Daerah, pa.da

dasarnya hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan urusan
penunjang. Oleh karena itu Badan Kepega.waian Daerah Provinsi Jambi
hanya menggunakan Indikator Sasaran OPD datam meLakukan

pengukuran kinerja dan analisis pencapaian kinerja sesuai dengan tugas

dan fungsi dibidang kepegawaian.

Tabcl 2.7.
Anggeraa dan RealLasl Peleyaaan Bf,D Provtnrt Jambt

Tahua 2O1G2O15

Susber Date : Lsporan KeuaDgen Bedan Ke!,egawaian Decrah hovi'lsi JaEbi Tahun 2O1O-2O15

SuEbe. Deta : Lepora! Keuaogan Badan Kcpcgesrais! Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2017

2010 4.260.908.500,00 3.924.722.819,35 92.r7
20tt 4.563.946.100,00 4.082.906.181,06 89.46 6.64 -2.96
20t2 6.305.722.600,00 3.886.216.838,38 61.63 27 .62 -45.16
2013 5.520.ss3.000,00 4.185.131.229,30 75.81 -14.22 18.70
2074 4.684.114.000,00 4.233.fi2.233,20 90.38 -t7 .86 19.22
201s 4.907.567.000,00 4.281.692.858,00 87.25 4.55 -3.59

20t6 s.125. 112.538,00 4.092.000.086,00 79.84 4.24 -9.28
20t7 9.096. 113.192,00 7.996.254.725.OO 87 .91 43.66 9.18

Revlsi RENSTRA BKD Provitrsi Jambl2016-2021

Tabel 2.8
Aaggaran daa Realfuasl Pela5ranan BKD Provinsl .Iambi

Tahua 2O16-2O17

Tehua aagena (Rpl Bealtrad (Rpl Ra.sio
l'/.1

Pcltumbuhaa lTol
A,rtEEra.tr Realtggl

nst -Rate 5.(,4{r.46a.533.@ 4.O99.O2A.693.22 82.77

Tahua Aaggaran (Rpl Realtlrd (Rpl Redo
lo/ol

Pcrtumbuhas lTol
A.DgeeraD Realisad

E!t!-R.t 7.11O.512.465,@ 6.O44. 127.1()5.5(, 83.88



- e it z { , IE 4 .E I E g N o N c N I

T
ab

el
 2

.9
.

R
ee

llr
ad

 C
ap

al
an

 B
el

a4
fa

 B
K

D
 P

ro
vl

nr
l J

am
bl

B
er

da
ra

rL
an

 R
E

X
| 
S

T
R

A
 T

eh
un

 2
O

lG
2O

lS

a.
K

eg
ia

ta
n 

P
en

ye
di

aa
n 

Ja
ea

 S
ur

at
 M

en
Jr

ur
at

b.
 K

eg
ia

ta
n 

P
en

ye
di

aa
n 

Ja
sa

 K
om

u
Li

st
rik

, 
S

um
be

r 
D

ay
a 

A
ir 

da
n

88
.4

6

46
.t4

45
.2

7

38
.8

45
.8

4

97
74

.2
2

75
.7

1

97 90

c.
 K

eg
ia

ta
n 

P
en

ye
di

aa
n 

Ja
sa

 K
eb

er
si

ha
n 

K
an

to
r

85
.7

6
10

0
10

0
10

0
10

0
K

eg
ia

ta
n 

P
en

ye
di

aa
n 

Ja
sa

 A
dr

ni
ni

st
ra

si
 f

eu
an

ga
n

d.
94

.0
1

7 
6.

79
69

.7
 4

9t
.2

95
e.

 K
eg

ia
ta

n 
P

en
ye

di
aa

n 
A

la
t 

T
irl

is
 K

an
to

r
76

.8
9

10
0

99
.9

7
99

.5
2

10
0

10
0

r0
0

at
an

 P
en

5r
ed

ia
an

 
B

ar
an

g 
C

et
ak

an
 d

an
 P

en
gg

an
da

an

g.
 K

eg
ia

ta
n 

P
en

ye
di

aa
n 

K
om

po
ne

n 
In

et
al

as
i L

is
tr

.ik
/

P
en

er
an

ga
n 

B
an

gu
na

n 
K

an
to

r

f. 
K

eg
i

99
.2

4

95
.5

5
10

0
49

.6
4

98
.6

7

92
.a

3

99
.4

3

80
.2

6

99
.4

3

90

h,
 K

eg
ia

ta
n 

P
en

un
da

ng
an

ye
di

aa
n 

B
ah

an
 B

ac
aa

n 
P

er
at

ur
an

 p
er

un
da

ng
-

98
.8

1
10

0
7 

t.5
2

91
.5

5
96

K
eg

ia
ta

n 
P

en
ye

di
aa

n 
M

ak
an

an
 d

an
 M

in
um

an
I

99
.9

6
6t

.2
3

99
.4

9
80

.9
9

98
.5

6
99

.2
8

99
.2

8

I
P

ro
gr

.r
[

P
el

ey
r.

ae
a

A
dE

tB
ld

r.
d

P
G

sL
ao

to
rr

tr

pa
t-

R
ap

at
 K

oo
rd

in
as

i d
an

 K
on

su
lta

ai
 k

e 
Lu

ar
 d

an

k.
 K

eg
ia

ta
n 

P
en

ye
di

aa
n 

Ja
sa

 T
en

ag
a 

K
er

ja
 p

en
un

ja
ng

 A
D

M
/ 

T
ek

ni
s

P
em

da

J
K

eg
ia

ta
n 

R
a

D
al

am
 D

ae
ra

h
99

.7
2

91
.6

7

99
.9

3

10
0

99
.7

6

IV
o.

P
ro

gr
rn

K
eg

tr
t 
-

T
hn

20
to

T
hn

1
T

hn

94
.2

6

45
.1

2

10
0

73
.3

3

10
0

92
.5

5

10
0

95

10
0



F z 9l x o o E q N o o\ N N T

a.
 K

eg
ia

ta
n 

P
en

ga
da

an
 K

en
da

ra
an

 D
in

as
/ 

O
pe

ra
si

on
al

94
.6

99
.4

2
99

.9

b,
 K

eg
ia

ta
n 

P
en

ga
da

an
 p

er
le

ng
ka

pa
n 

G
ed

un
g 

K
an

to
r

98
.0

9
98

.7
9

53
99

53
99

c.
 K

eg
ia

ta
n 

P
en

ga
da

an
 P

er
al

at
an

 G
ed

un
g 

K
an

to
r

99
.4

9a
.9

2
98

.1
8

94
.2

7
98

.8
8

d.
 K

eg
ia

ta
n 

P
em

el
ih

ar
aa

n 
R

ut
in

/b
er

ka
la

 g
ed

un
g 

K
an

to
r

89
.6

8
99

.2
2

97
 .O

l
99

.3
96

.9
2

96
.9

2

e.
 K

eg
ia

ta
r 

P
em

el
ih

ar
aa

a 
ru

tin
/b

er
ka

la
 k

en
da

ra
an

 d
in

as
/

op
er

as
io

na
l

46
.2

2
55

.3
1

45
.4

1
75

.9
4

92
.3

9
95

f. 
K

eg
ia

ta
n 

P
em

el
ih

ar
aa

n 
R

ut
in

/b
er

ka
la

 P
er

al
at

a!
 K

an
to

r
84

.6
9

10
0

66
.9

5
99

.7
7

70
.4

5
95

2
P

ro
gr

em
P

ca
fu

lg
lra

tr
I

E
er

rn
r 

de
n

P
sr

ra
tu

a
A

p.
ar

tu
r

g.
 K

eg
ia

ta
n 

R
eh

ab
ili

ta
si

 S
ed

an
g 

K
an

to
r 

B
K

D
94

.7
4

98

a.
 K

eg
ia

ta
n 

P
en

ga
da

an
 P

ak
ai

an
 D

in
as

 B
es

cr
ta

 P
er

le
ng

ka
pa

nn
ya

99
.9

90
.s

5
99

.2
5

99
.2

s

b.
 K

eg
at

an
 S

os
ia

lis
as

i 
P

er
at

ur
an

 P
em

er
in

ta
h

T
en

ta
ng

 D
is

ip
lin

 P
N

S

a.
 K

eg
ia

ta
n 

S
el

ek
si

 C
al

on
 P

ej
ab

at
 S

tr
uk

tu
ra

.l
97

.1
8

92
.4

5

90
.4

5
42

.5
3

75
.3

9
95

.4
6

95
.4

6

3 4

P
ro

gr
rm

P
.o

lld
lrt

 n
D

ld
pl

ltr
A

pa
nt

ur

P
ro

8r
ltl

P
cq

ln
l&

et
 6

X
ap

ad
te

r
S

um
bo

r 
D

ey
e

A
pa

nt
ur

at
an

 P
en

di
di

ka
n 

da
n 

P
el

at
ih

an
 F

un
gs

io
na

l B
ag

i P
N

S
 D

ae
ra

h
b.

 K
eg

i
a9

.2
6

7t
.6

t
95

.t7
62

.2
3

90

l{o
.

P
ro

gr
rE

K
eg

la
ta

n
T

hn
2(

,1
1

T
bn

T
br

ftl 2(
)1

4
T

hn
20

15

93
.0

4
94

.O
2

98
.8

8

96
.2

2
98

.7
5

54
.5

8



F t'l z q E x : 5 q N o o\ N N

5
a.

 K
eg

ia
ta

n 
S

el
ek

si
 P

en
c

H
on

or
er

 M
en

ja
di

 P
N

S
rim

aa
n 

C
al

on
 P

N
S

/ 
P

en
ga

ng
ka

ta
n 

T
en

ag
a

94
.t9

63
.7

 7
63

.6
8

53
.1

3
95

b.
 K

eg
ia

ta
rr

 P
en

ge
m

ba
n

ga
n 

S
is

te
m

 I
nf

or
m

as
i K

ep
eg

aw
ai

an
 D

ae
ra

h
D

en
ga

n 
D

at
a 

S
A

P
K

94
.O

2
93

.2
7

78
.7

82
.2

7
97

 .
36

at
an

 M
on

ito
rin

g,
 E

va
lu

aa
i 

da
n 

P
el

ap
or

an
c.

 K
eg

r
89

.1
7

98
.6

1
86

.8
3

99
.6

a
99

.6
8

d.
 K

eg
ia

ta
n 

P
em

be
ria

n
P

en
gh

ar
ga

ar
l 

B
ag

i P
N

S
 Y

an
g 

B
er

pr
es

ta
si

99
.O

5
99

.7
 4

25
.2

4
98

.7
5

98
.7

5
K

eg
ia

ta
n 

P
ro

se
P

N
S

s 
P

en
an

ga
na

n 
K

ae
us

-K
as

us
 P

el
an

gg
ar

an
 D

is
ip

lin
99

.6
4

99
.8

9
97

 .6
4

92
.6

6
99

.1
6

99
.1

6
f. 

K
eg

ia
ta

n 
P

em
be

ria
n 

B
an

IP
D

N
tu

an
 P

en
ye

le
ng

ga
ra

an
 

P
en

er
im

aa
n 

ha
ja

98
.3

9
97

.9
4

85
.7

5
91

.5
93

.1
6

95
.0

0
gi

at
an

 K
oo

rd
in

as
i P

em
bi

na
an

 d
an

 P
en

ge
m

ba
ng

an
 
A

pa
ra

tu
r

g'
 K

c
91

.4
1

84
.9

79
.3

1
83

.8
1

80
.5

1
95

.0
0

h.
 K

eg
ia

ta
l 

P
em

be
ria

n
B

an
tu

an
 T

ug
as

 B
el

aj
at

 d
an

 lk
at

an
 D

in
as

P
N

S
B

ag
i

95
.0

0
24

.7
 |

74
.7

2
99

.9
1

99
.9

1
i. 

K
eg

ia
ta

n 
P

en
at

aa
n 

S
is

te
m

 A
dm

in
P

ro
se

s 
S

el
ek

si
 P

en
si

un
 B

ag
i 

P
N

S
is

tr
as

i 
K

en
ai

ka
n 

P
an

gk
at

 d
an

99
.5

8
10

0
95

.9
9

97
j. 

K
eg

ia
ta

n
Ja

m
bi

P
en

ga
m

bi
la

n 
S

um
pa

h/
 J

an
ji 

P
N

S
 D

ili
ng

ku
ng

an
 p

r-
vi

ns
i

90
.8

2
10

0
83

.3
4

92
.7

 5
95

.6
2

95
.6

2
k.

 K
eg

ia
ta

n 
S

os
ia

lis
as

i 
P

P
da

n 
P

P
 N

om
or

.3
2 

T
ah

u
N

om
or

.S
3 

T
ah

un
 2

01
0 

T
en

ta
ng

 D
is

ip
lin

 p
N

S
n 

19
79

 T
en

ta
ng

 P
em

be
rh

en
tia

n 
P

N
S

70
.8

80
.9

7
95

.1
8

95
.1

8

A
dm

in
is

tr
ta

si
G

aj
P

e
M

as
l

u
K

eg
ia

ta
n

ny
el

en
da

n
gg

ar
aa

n
B

er
ka

la
P

N
S

96
.6

7
94

.a
7

88
.5

4
90

.0
0

K
eg

ia
ta

n 
P

en
3r

us
un

an
 F

or
m

as
i 

C
P

N
S

76
.0

1
92

.3
2

92
.3

2

P
ro

8r
rn

P
G

ob
br

..r
r 

da
r

P
G

0S
G

B
b.

!8
rr

A
pr

tr
tu

r

n.
 K

eg
ia

ta
n 

P
ro

ee
s 

S
el

ek
si

P
en

er
im

aa
n 

S
ek

ol
ah

 T
in

gg
i 

K
es

ej
ah

te
ra

an
S

os
ia

l 
(S

T
K

S
) 

B
an

du
ng

61
.8

1
S

ul
be

r 
D

at
a 

: 
La

po
ra

n 
T

ah
un

an
 B

ad
an

 K
ep

eg
aw

ai
an

D
ae

ra
h 

P
ro

vi
rs

i 
Ja

m
bi

 T
ah

un
 2

O
]O

-2
01

S
; oo

l{o
.

P
so

gr
aa

K
68

lrt
8!

R
rr

io
 T

la
gL

at
 C

ep
nl

en
 l

T
ol

T
hr

20
lo

T
ha

20
t 1

T
hr

20
12

T
ha

T
hn

20
t4

T
ha

20
15

50
.8

8

97
 .3

6

99
.6

5
e.

96
.2

1
87

.1
2

K
en

ai
ka

n

79
.5

1



7 v I', z vl - t t l) E ? N c q\ N c N I

T
ab

el
 2

.1
O

.
R

ca
ltr

ar
t 

C
ap

al
an

 B
el

a4
la

 B
K

D
 P

ro
vt

nr
t 

Ja
rn

bl
B

er
da

ra
rk

an
 R

E
IT

S
T

R
A

 T
eh

un
 2

O
 1

6-
20

 1
7

a.
 K

eg
ia

ta
n 

P
en

ye
di

aa
n 

Ja
sa

 S
ur

at
 M

en
Jr

ur
at

72
.9

4
80

.9
1

Ja
sa

 K
om

un
ik

as
i, 

S
um

be
r 

D
ay

a 
A

ir 
da

n 
Li

st
rik

b.
 K

eg
ia

ta
n 

P
en

ye
di

aa
n

89
.5

4
85

.1
3

P
en

ye
di

aa
n 

Ja
sa

 K
eb

er
si

ha
n 

K
an

to
r

c.
 K

eg
ia

ta
n

99
.9

1
99

.A
7

P
en

ye
di

aa
n 

Ja
sa

 A
dm

in
ia

tr
as

i 
K

eu
an

ga
n

d.
 K

eS
ia

ta
n

88
.0

3
98

.6
3

e.
 K

eg
ia

ta
n 

P
en

ye
di

aa
n 

A
la

t 
T

ul
is

 K
an

to
r

99
.9

6
99

.9
4

P
en

ye
di

aa
n 

B
ar

an
g 

C
et

ak
an

 d
an

 P
en

gg
an

da
an

f. 
K

eg
ia

ta
n

98
.2

a
99

.6
8

K
om

po
ne

n 
In

et
al

as
i L

is
tr

ik
/P

en
er

an
ga

n 
B

an
gu

na
n 

K
an

to
r

g.
 K

eg
ia

ta
n 

P
en

ye
di

aa
n

96
.2

t
98

.8
8

B
ah

an
 B

ac
aa

n 
P

er
at

ur
an

 P
er

un
da

ng
-u

nd
an

ga
n

h.
 K

cg
ia

ta
n 

P
en

ye
di

aa
n

93
.3

1
88

.0
9

i. 
K

eg
ia

ta
n 

P
en

ye
di

aa
n 

M
ak

an
an

 d
an

 M
in

um
an

91
.5

9
99

.2
2

I
P

ro
E

r.
D

 P
cl

a5
re

.tr
en

A
dm

lrr
tr

tr
ed

P
cr

le
at

or
e.

n

R
ap

at
 K

oo
rd

in
as

i d
an

 K
on

su
lta

si
 k

e 
Lu

ar
 d

an
 D

al
am

 D
ae

ra
h

j, 
K

eS
ia

ta
n 

R
ap

at
-

85
.4

2
99

.7
2

I|I
o.

P
ro

E
!a

ro
K

G
gl

at
 a

R
.d

o 
T

tlg
Lr

t
C

rD
.la

r 
l%

l
T

hn
 2

O
16

T
ba

 2
O

l7



- z I ! t! x : I N o !i N t

a.
 K

eg
ia

ta
n 

P
en

ga
da

an
 p

er
le

ng
ka

pa
n 

G
ed

un
g 

K
an

to
r

10
0.

00
96

.6
3

b.
 K

eg
ia

ta
n 

P
en

ga
da

an
 P

er
al

at
an

 G
ed

un
g 

K
al

to
r

10
0.

00
95

.0
5

c.
 K

eg
ia

ta
n 

P
em

el
ih

ar
aa

n 
R

ut
in

/ 
be

rk
al

a 
ge

du
ng

 K
an

to
r

10
0.

00
10

0.
00

be
rk

al
a 

ke
nd

ar
aa

n 
di

na
s/

op
er

as
io

na
l

d.
 K

eg
ia

ta
n

P
cm

el
ih

ar
aa

n 
ru

tin
/

76
.3

5
89

.0
8

e.
 I

G
gi

at
an

 P
em

el
ih

ar
aa

n 
R

ut
in

/ 
bc

rk
al

a
P

er
al

at
an

 I
(a

nt
or

99
.9

9
10

0.
00

2

P
ro

gr
rm

 P
.6

ln
8l

it.
rr

S
er

al
r 

da
a 

P
se

nr
a.

na
A

pm
tu

r

f. 
K

eg
ia

ta
n 

R
ch

ab
ili

ta
si

S
ed

an
g/

 b
er

at
 g

ed
un

g 
ka

nt
or

10
0.

00
99

.9
7

a.
 K

eg
ia

ta
n 

P
en

in
gk

at
an

P
em

er
in

ta
h 

P
ro

vi
ns

i 
J

ra
sa

 n
as

io
na

lie
m

e 
da

n
am

bi
ke

di
si

pl
in

an
 P

N
S

 d
i l

in
gk

un
ga

n
10

0.
00

3
P

ro
S

rr
E

 P
cn

ln
S

l.t
aa

D
ld

pU
a 

A
pe

re
tu

r

b.
 K

eg
ia

ta
n 

P
en

ga
da

an
 P

ak
ai

an
D

in
as

 B
es

er
ta

 P
er

le
ng

ka
pa

nn
ya

10
0.

00

T
ah

un
an

 K
O

R
P

R
I 

se
 -

P
ro

vi
ns

i 
Ja

m
bi

a.
 R

ap
at

 K
oo

rd
in

as
i

28
.8

9

S
el

ek
si

 C
al

on
 P

ej
ab

at
 S

tr
uk

tu
ra

l
b.

 K
eg

ia
ta

n
58

.2
6

P
en

di
di

ka
n 

da
n 

P
el

at
ih

an
 P

N
S

c.
 K

eg
ia

ta
n

3t
.2

9

4
P

ro
gr

rm
 P

€r
rl-

8t
et

.I
N

rp
.jt

sr
 S

uE
bG

r
D

ey
e 

A
pe

nt
ur

d.
 K

eg
ia

ta
r 

P
en

ge
m

ba
ng

an
 K

ar
t 

P
ej

ab
at

F
un

gs
io

na
l 

T
er

te
nt

u 
B

ag
i P

N
S

 D
ae

ra
h

69
.5

7

lIo
.

P
ro

gl
rE

Ile
gl

at
an

R
ed

o 
T

ltr
gl

3a
t

2(
)1

6
20

t7
T

hD



u - t+
t z x N o o N o N I

a,
 K

eg
ia

ta
n 

S
el

ek
si

 P
en

er
im

aa
n 

C
al

on
 P

N
S

/ 
P

en
ga

ng
ka

ta
n 

T
en

ag
a 

H
on

or
er

 M
en

ja
di

P
N

S
83

.4
6

b.
 K

eg
ia

ta
n 

M
on

ito
rin

g,
 E

va
lu

as
i 

da
n 

P
eL

ap
or

an

c.
 K

eg
ia

ta
n 

P
em

be
ria

n 
P

en
gh

ar
ga

an
B

ag
i P

N
S

 Y
an

g 
B

er
pr

es
ta

si
, 

P
em

be
ria

n 
P

ia
ga

m
S

at
ya

le
nc

an
a 

K
ar

ya
 S

at
ya

, 
K

ar
is

, 
K

ar
su

, 
K

ar
pe

g,
 C

ut
i, 

LP
2P

 d
an

 B
ap

er
ta

ru
m

76
.2

9

d.
 K

eg
ia

ta
n 

P
ro

se
e 

P
cn

an
ga

na
rr

 K
as

us
-K

as
us

 P
el

an
gg

ar
an

 D
is

ip
lin

 P
N

S
99

.5
2

e.
 K

eg
ia

ta
n 

P
em

be
ria

n 
B

an
tu

an
 P

en
ye

le
ng

ga
ra

an
 P

en
er

irn
aa

:r
 P

ra
ja

 I
P

D
N

44
.7

7

f. 
K

eg
ia

ta
n 

K
oo

rd
in

as
i 

P
em

bi
na

an
 d

an
 P

en
ge

m
ba

ng
an

 
A

pa
la

tu
r

72
.9

4
g.

 K
eg

ia
ta

n 
P

em
be

ria
n 

B
an

tu
an

 T
ug

as
 B

el
aj

ar
 d

an
 lk

at
al

 D
in

as
 B

ag
i P

N
S

a2
.2

4

h.
 K

eg
ia

ta
n 

P
en

at
a.

an
 S

is
te

m
 A

dm
in

is
tr

as
i 

K
en

ai
ka

n 
P

an
gk

at
 d

an
 P

ro
se

s 
S

el
ek

si
P

en
si

un
 B

ag
i P

N
S

95
.0

4

i. 
K

eg
ia

ta
n 

P
en

ga
m

bi
la

n 
S

um
pa

h/
 J

an
ji 

P
N

S
 D

ili
ng

ku
ng

an
 P

ro
vi

ne
i J

am
bi

14
.4

8

j. 
K

eg
ia

ta
n 

P
en

ye
le

ng
ga

ra
an

 
A

dm
in

is
tr

as
i 

M
ut

as
i 

da
n 

K
en

ai
ka

n 
G

aj
i B

er
ka

la
 P

N
S

98
.7

4

k.
 K

eg
ia

ta
n 

P
cn

ge
lo

la
an

 d
an

 P
em

el
ih

ar
aa

n 
D

at
a 

K
ep

eg
aw

ai
an

 
de

ng
an

 D
at

a 
S

A
P

K
di

 L
in

gk
up

 P
em

er
in

ta
h 

P
ro

vi
ns

i 
Ja

m
bi

97
 .8

6

L 
K

eg
ia

ta
n 

P
em

bi
na

an
 d

an
 P

en
in

gk
at

an
 D

is
ip

lin
 P

N
S

64
.8

1

m
.K

eg
ia

ta
n 

P
en

ila
ia

n 
K

in
er

ja
 d

an
 D

is
ip

lin
 P

N
S

 (
A

rn
an

at
 P

as
al

 7
7 

U
U

 N
o.

s 
T

ah
un

20
14

 T
en

ta
ng

 A
S

N
)

62
.7

9

5
P

ro
E

r.
E

 P
6r

rb
ltr

rr
lr

de
n 

P
cn

gc
m

be
.g

.-
A

pr
re

tu
r

n,
 K

eg
ia

ta
n 

F
er

en
ca

na
an

 P
en

at
aa

n
P

eg
aw

ai
10

0.
00

l{o
,

P
ro

gr
ar

u
K

eg
la

ta
n

R
rd

o 
T

tn
gl

et
lv

.l
fh

a 
2O

16
T

hr
 2

O
l7

87
.6

2



u It 2 I b x IJ It N c o\ N N T

P
en

Jr
us

un
an

 P
el

ap
or

an
 K

eu
an

ga
n 

B
ul

an
an

, 
S

em
es

te
ra

n 
da

n 
A

kh
ir

a.
 K

eg
ia

ta
n

T
ah

un
99

.a
2

P
en

yu
su

na
r 

P
el

ap
or

an
 P

ro
gn

os
is

 R
ea

lis
as

i 
A

ng
ga

ra
n,

P
en

Jr
us

un
an

R
en

ca
na

 K
eq

'a
 (

R
en

ja
),

P
en

yu
au

na
n 

P
en

et
ap

an
 K

in
er

ja
 (

P
en

ja
),

 R
en

ca
na

 K
er

ja
T

ah
un

an
 (

R
K

T
),

 L
ap

or
an

 A
ku

nt
ab

ili
ta

s 
K

in
er

ja
 ln

st
al

si
 P

em
er

in
ta

h,
P

en
yu

su
na

n
LK

P
J 

da
n 

LP
P

D
 B

K
D

b.
 K

eg
ia

ta
n

99
.8

7

P
en

1r
ua

un
an

 d
an

 R
ev

is
i 

R
cn

ca
na

 S
tr

at
eg

is
 (

R
E

N
S

T
R

A
 

S
K

P
D

)
c.

 K
eg

ia
ta

n
99

.2
4

6
P

lo
gr

.E
 P

co
la

gl
rt

rr
r

P
co

gc
nb

en
ge

a
S

ld
or

u 
P

ch
po

re
lr

C
ep

de
a 

K
h.

d.
 d

.D
K

cu
.n

8,
n

d.
 K

eg
ia

ta
n 

P
el

ap
or

an
 M

ili
k 

D
ae

ra
h

99
.1

2
?

P
ro

gr
em

 P
€E

bh
r.

!
B

al
rt

 d
en

P
c[

ltr
S

tlr
tr

a 
P

rc
de

.l
A

aS
go

ta
 K

O
R

P
R

I 
dt

B
ld

aa
g 

K
ec

gr
m

et
a

U
.!t

d 
dr

o 
R

oh
rt

rl

P
en

ye
le

ng
ga

::a
an

 P
em

be
la

ja
ra

n 
S

en
i 

B
ac

a 
A

l-Q
ur

'a
n 

B
ag

i A
ng

go
ta

e.
 K

eg
ia

ta
n

K
O

R
P

R
I 

P
ro

vi
ns

i 
Ja

m
bi

99
.0

5

a.
 K

eg
ia

ta
n 

P
en

yu
su

na
n 

R
en

ca
na

 A
J<

si
 P

en
at

a€
n 

da
n 

D
is

tr
ib

ue
i P

N
S

98
.1

4

b.
 K

eg
ia

ta
n 

P
en

yu
su

na
n 

P
er

en
ca

na
an

 F
or

m
as

i 
P

N
S

/P
P

P
K

 L
im

a 
T

ah
un

an
 d

an
T

ah
un

an
99

.3
7

c.
 K

eg
ia

ta
n 

S
el

ek
si

 C
P

N
S

/P
P

P
K

 B
er

ba
si

s 
S

is
te

m
 C

A
T

 (
C

om
ry

te
r 

A
ss

ite
d 

T
es

tl
10

0.
00

d.
 K

eg
ia

ta
n 

S
el

ek
si

 C
al

on
 P

ra
ja

 I
P

D
N

 s
ec

ar
a 

te
rb

uk
a

96
.4

9

a
P

ro
gr

er
n 

P
G

tr
at

ra
!,

P
cr

cn
cr

aa
en

 d
an

R
cl

rr
ul

tm
cn

 8
D

M
A

pr
ra

tu
r 

B
.r

b.
d.

K
oE

pG
tc

tr
d

e.
 K

eg
ia

ta
n 

P
en

at
aa

n 
P

eg
aw

ai
 N

on
 P

N
S

/P
P

P
K

/ 
T

en
ag

a 
K

on
tr

ak
0.

00

no
.

P
ro

gr
am

K
cS

ls
ta

n

*-
o 

11
-g

tr
et

T
hr

lv
.l 20

1
T

hn
7



v F a|
' z J b ta x ! ! I E

T N o N o N I

a,
 K

eg
ia

ta
n 

F
en

gi
si

al
 J

ab
at

an
 P

im
pi

na
n 

T
in

gg
i 

P
ra

ta
m

a
59

. 
i6

b.
 K

eg
ia

ta
n 

P
en

gi
si

an
 J

ab
at

an
 P

im
pi

na
n 

T
in

gg
i 

M
ad

ya
99

.6
7

9
P

ro
gr

en
 P

ro
no

d 
da

r
P

a4
lti

,-
o 

Jr
br

t 
!

P
ta

pt
r.

r 
T

tn
gd

S
oc

.r
r 

T
cr

bu
lr

c.
 K

eg
ia

ta
n 

S
el

ek
si

 P
ej

ab
at

 A
dm

in
is

tr
ae

i
7 

L.
L7

a.
 K

eg
ia

ta
n 

P
en

in
gk

at
an

 K
em

ar
np

ua
n 

P
N

S
 M

el
al

ui
 p

em
bc

ria
n 

B
ca

 S
is

w
a 

T
ug

as
B

el
aj

ar
 D

an
 B

an
tu

an
 B

ia
ya

 P
en

di
di

ka
n 

Iz
in

 B
el

aj
ar

 d
an

 C
os

t 
S

ha
rin

g
99

.7
7

b.
 K

e4
at

an
 P

en
in

gk
at

an
 k

em
am

pu
an

 P
N

S
 M

el
al

ui
 p

en
ge

m
ba

ng
an

 K
om

pe
te

ns
i,

D
ik

la
t, 

B
im

te
k,

 S
em

in
ar

, 
K

ur
su

s,
 S

os
ia

lis
as

i 
da

n 
W

or
ks

tr
op

96
.4

3

c.
 K

eg
ia

ta
n 

P
en

ye
le

ng
ga

ra
an

 U
jia

n 
D

in
as

 d
an

 U
jia

n 
pe

ny
es

ua
ia

n 
lja

za
h

42
.o

7

d.
 K

eg
ia

ta
n 

P
el

ay
an

an
 
A

dm
in

ie
tr

as
i 

Ja
ba

ta
n 

F
un

gs
io

na
l 

T
er

te
nt

u 
ba

gi
 p

eg
aw

ai
 A

S
N

96
.3

2

e.
 K

eg
ia

ta
n 

P
em

an
ta

ua
n 

D
is

ip
in

 P
N

S
 d

an
 N

on
 P

N
S

/ 
pp

pK
10

0.
00

f. 
K

eg
ia

ta
n 

P
en

an
ga

na
n 

K
as

us
-K

as
us

 P
el

an
gg

ar
an

 D
is

ip
lin

 p
N

S
99

.t4

g.
 K

eg
ia

ta
n 

P
el

ap
or

an
 H

ar
ta

 K
ek

ay
aa

n 
A

S
N

 (
LH

K
 A

S
N

) 
da

n 
Lp

2p
98

.9
5

10
P

ro
tr

.a
 P

ro
fG

.io
od

l
8d

 lt
rA

h.
 K

eg
ia

te
n 

P
el

ak
sa

na
al

 S
um

pa
h/

 J
an

ji 
P

N
S

88
.4

7

lY
o.

P
ro

gr
rE

K
eg

la
t.t

l
R

.d
o 

T
tn

gk
 t

T
hn

 2
O

16
T

h!
 2

01
7



- 2" , t' z 3 , I x tr o g E N o N N T

a.
 K

eg
ia

ta
n 

P
en

yr
su

na
n,

 M
on

ito
rin

g 
da

n 
E

va
lu

as
i 

P
em

be
ria

n 
T

un
ja

ng
an

K
in

er
ja

/T
\:n

ja
ng

an
 K

es
ej

ah
te

ra
an

 S
ec

ar
a 

B
er

ta
ha

p
93

.0
1

b.
 K

eg
ia

ta
n 

P
en

ga
da

an
 P

ak
ai

an
 D

in
ag

 d
an

 P
er

le
ng

ka
pa

nn
ya

7A
.4

4

11
P

ro
S

rr
E

 P
eo

r-
*e

te
l

K
cr

Je
ht

cr
aa

r 
P

IIS
de

n 
P

co
bc

de
a

P
ca

$e
rg

ee
l 

P
fE

P
en

gh
ar

ga
an

 B
ag

i P
N

S
 Y

an
g 

B
er

pr
es

ta
si

, 
P

em
be

ria
n 

S
LK

S
,

G
ub

 A
w

ar
ds

, 
C

ut
i, 

B
ap

er
ta

ru
m

/ 
T

ap
er

um
, 

Iz
in

 C
ut

i 
P

N
S

 k
e 

Lu
ar

 N
eg

er
i, 

T
as

pe
n

JK
K

 &
 J

K
M

 d
an

 P
em

er
ik

sa
 K

es
eh

at
an

 P
N

S

c,
 K

eg
ia

ta
n 

P
em

be
ria

n

9S
.5

3

Iz
in

 T
ug

as
 B

el
aj

ar
, 

Iz
in

 B
el

aj
ar

, 
da

n 
Iz

in
 P

en
gg

un
aa

n 
G

el
ar

a.
 K

eg
ia

ta
n 

P
el

ay
an

an
K

es
er

ja
na

al
89

.2
8

b.
 K

eg
ia

ta
n 

P
el

ay
an

an
 P

en
ga

ng
ka

ta
n

C
P

N
S

, 
K

en
ai

ka
n 

P
an

gk
at

 P
N

S
 d

an
 F

en
si

un
P

N
S

96
.9

0

c.
 K

eg
ia

ta
n 

P
el

ay
an

an
 K

en
ai

ka
n 

G
aj

i 
B

cr
ka

la
 P

N
S

97
.3

5
P

el
ay

an
an

 M
ut

as
i 

P
in

da
h 

A
nt

ar
 l

ns
ta

ns
i

d.
 K

eg
ia

ta
n

98
.5

0

c.
 K

eg
ia

ta
n 

P
en

ge
lo

la
an

, 
P

el
ay

an
an

 d
an

 F
as

iii
ta

e 
P

en
er

bi
ta

n 
K

ar
tu

 P
eg

aw
ai

(K
ar

pe
g)

, 
K

ar
tu

 P
eg

aw
ai

 E
le

kt
ro

ni
k 

(K
P

E
),

 K
ar

tu
 I

st
er

i (
K

ar
is

)/
 K

ar
tu

 S
ua

m
i

(K
ar

eu
)

99
.8

8

f. 
K

eg
ia

ta
n 

P
el

ay
an

al
 P

en
er

bi
ta

n
/ 

R
ek

om
en

da
si

 d
an

 S
ur

at
 P

em
ya

ta
an

 H
uk

um
an

D
is

ip
lin

 d
an

 I
zi

n 
P

er
ce

ra
ia

n/
 P

er
ka

w
in

an
99

.0
0

g.
 K

€g
ia

tff
i 

S
os

ia
lis

as
i 

P
er

at
ur

an
 P

er
un

da
ng

-U
nd

an
ga

n 
di

 B
id

an
g 

K
ep

eg
aw

ai
an

86
.0

6

t2
P

ro
gr

aD
 P

cl
ar

T
a.

na
.tr

P
ub

[L
 d

l B
ld

.r
8

K
G

po
ga

ea
la

!

P
en

ye
le

ng
ga

ra
an

 
S

ur
ve

y 
K

ep
ua

sa
n 

M
as

ya
ra

ka
t

h.
 K

eg
ia

ta
n

71
.9

5

I[o
,

P
ro

gr
.[

K
eg

l&
ta

n
l'/

.1
T

hn
 2

(,
16

T
hn

 2
O

U

T
tn

gk
.t



v F t' z I , x : ! tr l' N o N o N t

a.
 K

eg
ia

ta
n 

P
en

Jr
us

un
an

K
ep

eg
aw

ai
an

da
n 

E
va

lu
as

i 
P

ro
du

k 
H

uk
um

 D
ae

ra
h 

di
 B

id
an

g
76

.2
5

K
eg

ia
ta

rr
K

oo
rd

in
as

i/
di

b
P

en
ye

le
ng

ga
ra

an
F

or
um

B
K

D
R

ap
at

R
ap

at
K

er
la

/
K

ep
al

a
S

C
F

G
D

w
ar

an
P

ro
vi

ns
i/

K
ep

eg
a

B
id

an
g

98
.4

5

1S
P

to
gr

en
 P

ca
yu

at
ul

X
cb

U
.L

--
,

llo
or

dt
na

d,
U

od
to

rt
E

g 
dr

!
E

vd
ur

d
P

c 
ln

br
rg

r[
Jr

br
t 

.tr
 d

e!
X

cp
ra

gl
et

u
M

on
ito

rin
g,

 E
va

lu
as

i 
da

n 
P

el
ap

or
aa

 K
eg

ia
ta

n
c.

 K
eg

ia
ta

n
97

 .4
4

a.
 K

eg
ia

ta
n 

P
en

Jr
us

un
an

 B
uk

u 
D

at
a

P
em

er
in

ta
h 

P
ro

vi
ns

i 
Ja

m
bi

 d
ar

r
S

K
P

D
 P

ro
vi

ns
i 

Ja
m

bi
 s

er
ta

 D
af

ta
r 

U
ru

ta
n 

K
ep

an
gk

at
an

 
pN

S
K

ep
eg

aw
ai

an
89

.5
9

b.
 K

eg
ia

ta
n 

P
en

Jr
us

un
an

A
dm

in
is

tr
at

or
, 

da
n 

P
ej

B
uk

u 
P

ro
fil

 P
ej

ab
at

 P
im

pi
na

n 
T

in
gg

i, 
P

ej
ab

at
ab

at
 P

en
ga

w
as

45
.0

3

, 
P

em
el

ih
ar

aa
n 

D
at

a 
da

n 
ln

fo
rm

as
i 

K
ep

eg
aw

ai
an

c.
 K

eg
ia

ta
n 

P
en

ge
lo

la
an

92
.O

3

d.
 K

cg
ia

ta
n 

P
en

ge
lo

la
an

 
da

n 
P

em
el

ih
ar

aa
n 

T
at

a 
N

as
ka

h 
D

in
as

 K
ep

eg
aw

ai
an

E
le

kt
ro

ni
k 

da
n 

A
rs

ip
 F

is
ik

96
.9

1

e.
 K

eg
ia

ta
n 

P
en

ge
lo

la
ar

r 
da

n 
P

em
el

ih
ar

aa
n 

W
eb

si
te

 B
ad

an
 K

ep
eg

aw
ai

an
 

D
ae

ra
h

10
0.

00

f. 
K

eg
ia

ta
n 

P
ub

lik
as

i d
i M

ed
ia

 C
et

ak
 d

an
 E

le
kt

ro
ni

k

g.
 K

eg
ia

ta
n 

P
en

ge
m

ba
ng

an
 

A
pl

ik
as

i 
P

el
ay

an
an

 K
ep

eg
aw

ai
an

85
.2

1

t4
P

ro
gr

eo
 P

.n
la

gL
s,

tr
!

K
ue

llt
ar

 I
nf

or
D

r.
i

K
cp

cg
ew

al
at

h.
 K

eg
ia

ta
n 

P
em

be
nt

uk
an

 
da

n 
P

en
gu

at
an

 P
ej

ab
at

 p
en

ge
lo

la
 I

nf
or

m
as

i 
da

n
D

ok
um

en
ta

si

l[o
.

P
ro

gt
aD

K
og

la
ta

lr

R
rd

o 
T

ln
gk

at

T
ha

 2
O

16
T

hn
 2

O
l7



F v ln z g v x !, E N o N N t

l5
P

ro
gr

am
 P

.E
bh

r.
r

B
rt

 t
du

P
G

at
tr

S
lrt

 n
 P

rc
rt

rr
l

&
gi

ot
. 

K
on

P
R

I 
dl

B
ld

.n
a 

O
hh

 R
.a

r

i. 
K

eg
ia

ta
n 

P
ek

an
 O

la
h 

R
ag

a 
K

O
R

P
R

I 
T

in
gk

at
 N

as
io

na
l

92
.O

9

S
um

be
r 

D
at

a
La

po
ra

n 
T

ah
un

an
 B

ad
an

 K
ep

eg
aw

ai
an

 
D

ae
ra

h 
P

ro
vi

na
i J

eE
bi

 T
ah

un
 2

01
6-

20
 t

7

!Io
.

P
ro

gr
ao

K
cg

ta
ta

n

R
.d

o 
T

tr
gk

rt
f/"

1
20

t6
T

hn
 2

O
l7



2.4, Taataagan daa Peluang Peagembaagan pelayanaa Badaa
Kepegarataa Daerah Provtut Jarnbi
Berdasarkan hasil analisis eksternal dan internal dilingkungan

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi dapat dipaparkan tantangan
dan peluang bagi pengembangan pelayanan Kepegawaian sebagai

berikut:

l. Ta,rtongra

Tantangan {treatlsl bagi organisasi adalah faktor ekternal yang tidak
dalam kewenangan dan mempengaruhi dalam pencapaian visi dan
pelaksanaan misi. Berdasarkan analisis yang dilakukan tantangan
yalg mempengaruhi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi
dalam pencapaian visi adalah:

a. Tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan

bask (good gouemance dan dean gouemane).

Masih lemahnya sistem dan tata kelola pemerintahan serta kadar
profesional Aparatur perlu mendapa.t perhatian serius untuk
ditingkatkan dan dikembangkan. OIeh karena itu, salah satu

tantangan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsi
pemerintahan yaitu peyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan

pembaagunan dan pemberdayaan masyarakat serta pelayanan

masyarakat (publil{ adalah upaya peningkatkan kapasitas dan

kualitas Aparatur Sipil Negara termasuk Pegawai Negeri Sipil yang

yang profesional dan andal dalam pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi. Keterbukaan atau transparansi mendorong masyarakat

semakin berani untuk mengungkapkan ketidakpuasan, kritikan
dan pendapat yang mereka peroleh dan rasakan atas pelayanan

masyaralat yang diberikan oleh suatu lembaga pemerintah atau

Aparatur Sipil Negara. Oleh sebab itu tuntutan masyaralat

tersebut perlu disikapi oleh Aparatur Sipil Negara dengan

melakukan perubahan pola pikir (mind-set1 dan pola budaya

(cttltural-sefi.
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b. Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang belum optimal.

Tantangan globalisasi dewasa ini berimplikasi pada perubahan

berbagai tatanan kehidupa.n organisasi, baik organisasi

pemerintahan maupun organisasi perusahaan. Organisasi

pemerintahan dituntut untuk mampu mewujudkan Good

Gouemance atau pemerintahan yang arnanab daTam memenubi

kebutuhan pelayanan publik yarg optimal di bidang

pemerintahan, pembangunan dan kemasyaralatan.

Sementara itu organisasi perusahaan atau swasta harus

menghadapi persaingan usaha yang ketat, sehingga tidak saja

berupaya untuk memperoleh keuntungan atau laba yang sebesar-

besarnya, tetapi juga harus dapa.t meningkatlan kemampuan

organisasinya untuk tetap berkembang dalam situasi persaingar

yang terus meningkat. Perubahan-perubahan yang terjadi pada

lingkungan eksternal maupun internal yalg berkaitan erat

dengan pengembangan dan peningkatan kemrmpuan organisasi,

tidak terlepas dari pentingnya sumber daya manusia dalam

posisinya selaku perencana, pelaksana dan pengendali atas

keseluruhan aktiEtas suatu organisasi.

Dinamika perubahan tersebut melewati batas ruang antar bangsa

dan negara di dunia tanpa. kecuali termasuk negara Indonesia,

dimana tuntutan perubahan telah meLahirkan Era Reformasi

dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, yalni peLaksanaan

Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dirnana

posisi Pemerintah Daerah menjadi ujung tombak dalam

pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan terutama datam

memberikan pelayarran kepa.da masyarakal Sebagai konsekuensi

dari perubahan tersebut maka perlu adanya penataan ulang

berbagai elemen dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan,

karena pa.da dasarnya tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
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Pelaksanaan otonomi daerah yang diawali dengan ditetapkan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, merupakan awal te{iadinya perubaharr

paradigma pemerintahan dari sistem sentralisasi ke sistem

pemerintahan desentralisasi, tidak terlepas dari implikasi
globalisasi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.

Pada era pemerintahan desentralisasi dewasa ini, Pemerintah

Daerah mempunyai hak otonomi yang lebih luas, lebih nyata dan

lebih bertanggung jawab dalarn 6s11gstur dan mengurus

kebutuhan rumah tangga daerahnya sendiri. Daerah mempunyai

kewenangan merumuskan berbagai kebijakan di bidang

pemerintahan, kemasyaralatan dan pembangunan yang

disesuaikan dengan kebutuhaa, kemampuan dan karakteristik

daerahnya masing-masing. Sekurang-kurangnya ada 4 (empat)

tujuan pelaksanaan Otonomi Daerah pa.da hakekatnya adalah:

. Memperpendek rentang kendali pelayalan pemerintahan

kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan memperoleh

pelayanan yang lebih cepa.t, murah dan berkualitas.

. Meningkatkan daya saing dan kemarnpuan kompetitif daerah

untuk mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki

termasuk sumber daya manusia dalam rangka lebih

mempercepat terwujudnya pemerataan pembalgunan.

. Meningkatkan kemampuan dan peran serta daerah untuk
merencanakan dan mel,aksanakan brbagai program

pembangunan yang sesuai dengan kemampuan keuangan dan

sumber daya yang tersedia, prioritas kebutuhan masyarakat

dan karakteristik sosial yang dimiliki oleh daerah yang

bersangkuan.

r Meningkatkan pemberdayaan masyaralat sebagai subjek

dalam proses pembangunan daerah. Dalam rangka

mewujudkan sasaran atau tujuan tersebut diatas diperlukan



upaya pembinaan aparatur pemerintah daerah, sehingga

dapat bekerja secara p,rofesional dan manajemen pelayanan

umum (pzblic serutcel dapat dilaksanakan secara efektif,
efisien, dan akuntabel.

Dalam konteks ini maka yang perlu dikedepankan oleh
Pemerintalr Daerah adalah bagairaana pemerintah daerah
mempu membangun, meningkatkan dan mendayagunalan
kelembagaan daerah yang kondusif, sehingga dapat mendesain

standart pelayanan publik yang mudah, murah dan cepat. Upaya

untuk mendukung terwujudnya tujuan otonomi secara efisien

dan efektif, maka kepada daerah diberikan kewenangan yang

meliputi urusan pemerintahan wajib dan utusan pemerintahan
pilihan. Urusan Pemerintahan wajib, adalah urusan
pemerintahan yang berkaitaa dengan peliayanan dasar, yaitu:
pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup
minimal, dan prasarana lingkungan dasar. Sedangkan urusan
pemerintahan pilihan, yaitu urusan pemerintahan yang

berkaitan dengan potensi unggulan dan kekhasan daerahnya

masing-masing. Pemberdayaan birokrasi disini lebih difokuskan
kepada pemberdayaan aparatur pemerintah, dimana pegawai

Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai perencana, pelaksana,

pengan as dan pengendali pelalsanaan pembangunan dituntut
11n1uk mgyniliki kemampuan managerial yang optimal. Disamping

itu Pegawai Negeri harus merniliki perilaku, keterampilan dan

tingkat intelektual yang dapat dijadikan panutan darr tauladan,
terutama dalam menjalankan fungsi-fungsinya selaku aparatur
pemerintah, meliputi: fungsi pelayanan (seruicel, fungsi
pengaturan (rcgulalion), fungsi pembangunan (detrclopmen!,

fungsi pemberdayaan (empoueingl, dan fungsi perlindungan

Qtrotedion).
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Pegawai Negeri sebagai bagian dari sumber daya aparatur perlu

dikembangkan, didorong dan ditumbuhkan prakarsa dan

kreativitas untuk rnarnpu menunjukan disiplin, kinerja dan
produktivitas ke{a yang optimal dalarn menyelenggarakan tugas-

tugas pel;ayanan publik di bidang pembangunan, pemerintahan

dan masyarakat.

Pengembangan daerah dalam meLaksana.kan pendelegasian

wewenang serta arggaran dari pusat ke daerah dalam bentuk
otonomi menjadi kesempa.tan sekaligus momok menakutkan
apabila tak bisa dikelola dengan baik, apalagi dengan banyaknya

kebutuhan serta keinginan masyarakat di daerah yang perlu

untuk diperhatikan dan berimplikasi pada kebijakan yang dibuat

oleh pemerintah sebagai pengambil keputusan. Kine{a pegawai

menjadi salah satu hal yang paling dituntut dala"'
pelaksanaannya, apakah sudah benar-benar melihat kebutuhan

masyarakat dalam memberi pelayanan dan mengambil

keputusan.

c. Belum optimalnya pembinaan kedisiplinan pegawai.

Usaha dalam mencapa.i tujuan nasional diperlukan adanya

pegawai negeri yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada Pancasil,a

dan Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah bersatu

padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna dan berhasil

guna, berkualitas tinggr, mempunyai kesadaran tinggi akan

tanggung jawabnya sebagai aparatur negara, abdi negara, serta

abdi masyarakat. Kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan

pembangunan nasional terutama tergantung dari kesempumaan

aparatur negara dan kesempurnaan aparatur negara pada

pokoknya tergantung dari kesempurnaan pegawai negeri. Pegawai

negeri yang sempurna adalah pegawai negeri yang penuh

kesetiaan pa.da Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan

pemerintah serta b€rsatu padu, bermental baik, berdisiplin tinggi,

berwibawa, berdaya guna, berkualitas tinggi dan sadar akan
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tanggung jawab sebagai unsur pertama aparatur negara. Dari
pendapa.t di atas dapa.t disimpulkan bahwa disiplin yang tingg
merupakan salah satu unsur untuk menjadi pegawai negeri yang

sempurna. Disiplin yang tingg diharapkarr semua kegiatan akan

b€rjalan dengan baik. Ada sejumlah permasalahan yang dihadapi

oleh birokrasi Indonesia, permasalahan tersebut antara lain
besarnya jumlah PNS Daerah dan tingkat pertumbuhan yaag

tinggi dari tahun ke tahun, rendahnya kualitas dan

ketidaksesuaian kompetensi yang dirniliki, kesalahan

penempatan dan ketida\ielasan jalur karier yang dapa.t ditempuh.

Sebuah kenyataan yang terjadi dalarn kehidupan sehari-hari

tentang birokrasi dinyatakan batrwa mereka, Pegawai Negeri Sipil

Daerah kerja santai, pulang cepat dan mempersulit urusan serta

identik dengan sebuah adagium "mengapa harus dipermudah

apabila dapa.t dipersulif .

Begitu pa.rahnya pandangan masyarakat mengenai Pegawai Negeri

Sipil Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Malang melaporkan,

55 persen dari total Pegawai Negeri Sipil Daerah yang mencapai

sekitar 3,6 juta orang berkinerja buruk. Para pekerja ini hanya

mengambil gajinya tanpa berkontribusi berarti terhadap

pekerjaannya. Oleh karena itu, pemerinta-h akan menawarkan

relokasi dan pendidikan tambahan. Salah satu indikasi

rendahnya kualitas Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut adalah

adanya pel,anggaran disiplin yang banyak dilakukan oleh Pegawai

Negeri Sipil Daerah. Pembangunan yang sedang giat dilakukan di

Indonesia sering mengalami banyak hambatan dan permasaliahan

yang cukup kompleks. HaI tersebut dapa.t menimbulkan ketidak

tertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peningkatan

disiplin 'lalarn lingkungan aparatur Negara adalah satah satu

upa,ya untuk mengatasi ketidak tertiban tersebut.

Perwujudan pemerintah yang bersih dan berwibawa diawali

dengan penegakan disiplin nasional di lingkungan aparatur

Revisi RENSTRA BKD Provinsl lambl2016-2021 142



negara khususnya Pegawai Negeri Sipil Daerah dan pemerataan

Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Daerah.

d. Belum optimalnya penerapan sistem manajemen pelayanan

Aparatur Sipil Negara.

Menyadari peranan Aparatur Negara yang sangat strategis,

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Ratcyat (DPR) telah

menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2074 tentang

Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam Undang-undang Nomor 5

tahun 2014 terdapat perubahan yang cukup radikal dibandingkan

dengan peraturan kepegawaian sebelumnya yang tercantum

dalarn {Jnd41g-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Undang-undang

Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Perubahan-perubahan yang terdapat dalam Undang-undang

Nomor 5 Tahun 2O14 pada pokoknya ditujukan untuk
membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas,

profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari
praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu

menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat darl mempu

menjalankan peran sebagai unsur persatuan dan kesatuan

bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Perubahan-perubahan di atas juga dimalsudkan untuk
mewujudkan Aparatur Sipil Negara sebagai bagian reformasi

birolcasi, serta menjawab tuntutan di lingkup nasional dan

tantangan yang bersifat global. Dalarn kaitan di atas, beberapa

perubahan dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara mencakup

hd-hal sebagai berikut:

Peagadaaa Pf,S

Setiap instansi pemerintah wajib menyusun formasi, yaitu jrlrnlah

dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan

organisasi negara untuk mempu melaksanakan tugas pokok

dalam jangka waktu tertentu. Penyusunan formasi diLakukan

secara sistematis dengan menggunakan metode analisis beban
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kerja dan/atau metode lainnya serta membandingkan kebutuhan

Pegawai Negeri Sipil dengal persediaan yang ada. Penyusunan

kebutuhan sebagaimana dimaft5sd, rtilakukan untuk jangka

waktu 5 (lima) tahun yang dip€rinci per 1 (satu) tahun

berdasarkan skala prioritas dan penyusunan tersebut dilakukan

setelah penetapan rencara strategis instansi. Sementara itu,

f,elqrrl pngadaar: Pegawai Negeri Sipil dilakukan aelalui tahapan

perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi,

pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan

menjadi Pegawai Negeri Sipil. Calon Pegawai Negeri Sipil wajib

menjalarri masa percobaan (orientasi) melalui proses pendidikan

dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral,

kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebalgsaan,

karalcter kepribadian yang unggul dan bertangung jawab, dan

memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.

Pengembangaa Karler

Pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan

kompetensi, kualiEkasi, penilaian kinerja dan kebutuhan instansi

pemerintah. Setiap instansi diwajibkan menyusun rencana

pengembangan karier, melalui pola karir (career patll yang

didasarkan atas ment sgstem. Pelaksanaan pola karir Pegawai

Negeri Sipil dapat dilakukan dengan berpindah antar dan antara

Jabatan Pimpinan Tingg, Jabatan Administrasi, Jabatan

Pengawas dan Jabatan Fungsional di Instansi Pusat dan Instansi

Daerah; berdasarkan kualiEkasi, komlrtensi, penilaian kinerja

dan kebutuhan organisasi. Disisi lain, Pegawai Negeri Sipil

memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan

kompetensinya, altara lain melalui pendidikal dan pelatihan,

seminar, kursus dan penataran. Pengembangan kompetensi juga

dilakukan dengan praktik ke{a di instansi lain di pusat dan

daerah dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, juga bisa
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dilakukan melalui perhrkaran antara Pegawai Negeri Sipil dengan

pegawai swasta paling lama I (satu) tahun.

Gqft daa Perlladungan

Pemerintah wajib memberikan gaji yang adil dal layak serta

menjamin kesejahteraan kepada Pegawai Negeri Sipil.

Per':m bangan dalam sistem penggajian adalah didasarkan pada

beban kerja, resiko, dan tanggung jawab kerja. Selain gaji,

Pegawai Negeri Sipil juga menerima tunjangan dan fasilitas.

T\rnjangan tersebut meliputi Tunjangan Kinerja (sesuai

pencapaian kine{a) dan T\rnjangan Kemahalan. Dalam hal

pemberian penghasilan Pegawai Negeri Sipil, dasar penentuamya

tidak le8i' dipukul rata. Setiap Fegawai Negeri Sipil ,16 rtigaji

berdasarkan pangkat jabatan dan akan diberikan tunjangan

kinerja sesuai capaian kine{anya. SeLain gaji dan tunjangan,

Pegawai Negeri Sipil berhat atas jaminan pensiun dan jaminan

hari tua, serta perlindungan yang berupa jaminan kesehatan,

kecelakaan ke{a, jaminan kematian dan bantuan hukum.

Pemberbentlaa Fegarat f,egert Slpll
Pada umumnya pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri

Sipil dikarenakan telah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP),

yaitu 58 tahun bagi Pejabat Administrasi dan 60 tahun bagi

Pejabat Pimpinan Tinggi. Namun demikian, Pegawai Negeri Sipil
juga dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan

penyelewengan terhadap Pancasitra dan Undang-undang Dasar

1945, melakuftan tindak kejahatan jabatan atau tindak pidana

yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum,

menjadi anggota/p€ngurus partai politik, atau melakukan tindak

pidana berencana.

Kelembagraa

Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan yang

tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi dan manajemen

Aparatur Sipil Negara. lalarn penyelenggaraan kekuasaannya,
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Presiden dibantu oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birolcasi (PAN-RB), Lembaga Admirristrasi

Negara (LAN), Badan Kepegawaian Negara @I{N), dan lembaga

baru yang dibentuk yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

KASN merupakan lembaga mandiri yang bebas dari intervensi
politik yang 66""punyai kewenangan untuk mengawasi setiap

tahapan proses pengisi an Jahtart Tinggi dan mengawasi serta

mengevaluasi penerapan asas, nil,ai dasar, serta kode etik dan

kode perilalu Pegawai ASN, dan implementasi meit sgstent-

Secara kualitas, pembangunan sumhr daya manusia aparatur
sejalan dengan reformasi birokrasi yang dilaksanakan untuk
meningkatkan daya saing aparatur negzrra dalpm

mengimplementasikan program-program pemerintahan dan

pembangunan nasional. Untuk menghasilkan sumber daya

aparatur sipil negara yang unggul, dinamis, dan sesuai dengan

tuntutan kondisi pembangunan, maka diperlukan perubahan

paradigma manajemen kepegawaian yang sebelumnya lebih

menekankan kepa.da hak dan kewajiban indiyidual pegawai ke

arah perspektif baru yang lebih menekankan kepada manajemen

pengembangan SDM yang strategis (stategic latman resoutw

managemenQ.

Pencapaian tujuan bernegara harus didukung oleh SDM aparatur
yang profesional, berintegritas, jujur, berkinerja tinggi dan

akuntabel, sehingga mampu merespon dengan cepat dan tepat

terhadap perubahan lingkungan strategis yang berorientasi

kepada masyarakat. Selain itu, Reformasi Birokrasi ditujukan
untuk penyempurnaan sistem manajemen ASN yang dapat

memacu peningkatan profesionalisme, integritas, jujur, berkinerja

tinggi, netral, akuntabel dan sejahtera serta yang dapat memacu

produktivitas kerja aparatur.

e. Penempatan Aparatur Sipif Negara yang sesuai dengan

kompetensinya.
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Da1am UU tentang ASN telah disebutkan bahwa setiap pegawai

ASN memiliki hak yang sama untuk dikembangkan
kompetensinya. Konsekuensinya adalah se.,1p organisasi
pemerintah wqlib menJrusun program dan kegiatan
pengembangan kompetensi bagi pegawainya. Sebagai timbal balik,
bagi Pegawai ASN yang dikembangkan kompetensinya wajib
memberikan kompetensi terbaik, inisiatif, motivasi dan kesediaan
untuk memikul beragam peran dan tanggung jawab dalarn

organisasi.

Setiap pegawai ASN merniliki pengalamsl, profil kompetensi,

kualiEkasi, keahlian, dan potensi sendiri-sendiri yang terkadang
berbeda antar pegawai ASN sehinega berdarnpak pada prograrn

dan kebutuhan pengembangan kompetensi yang berbeda-beda

untuk tiap Pegawai ASN. Identifikasi kebutuhan pengembangan

SDM diperlukan agar progrem dan kegiatan pengembangan aset

SDM tepat sasaran, efektif dan efisien. Identifikasi kebutuhan
tidak hanya dilakukan di level organisasi dan unit kerja, tetaFi
juga perlu dilakukan untuk tiapF iap pegawai ASN dengan tetap
mempertimbangkan pengembangan karier pegawai.

Untuk melakukan identjfkasi pegawai guna mendapatkan data
profil pegawai terkait pengaLaman keda, profil kompetensi,

kualifikasi, keahlian, dan potensi perlu dilakukan pemetaan

terhadap pegawai dalam organisasi. Pemetaan pegawai salah
satunya dapat dilakukan melalui assessmen kompetensi dan
potensi pegawai. Dengan data pegawai yang diperoleh mela-lui

assessmen kompetensi dan potensi, organisasi dapat
mengidentifikasi pegawai yang kompeten dan potensial untuk
memberikan prestasi puncak orgienisasi. Selain itu, data hasil
assessmen dapat dijadikan bahan dalam melakukan
pengembangarr SDM dan melaksanakan manajemen talenta
untuk mengelola pegawai-pegawai terbaik dalam organisasi,

mel,akukan perenc€rnaan suksesi serta menyiapkan calon-calon
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potensial pegawai yang dapat diberikan tanggung jawab dalam
jabatan manajerial/struktural maupun professional/fungsional.

Sel,ain itu, peLaksanaan assesment kompetensi dan potensi

pegawai juga mendukung manajemen SDM berbasis kompetensi

dalam organisasi.

f. Seleksi uji kompetensi yang profesional dalam penempa.tan

jabatan.

Akses negatif dari sistim pemilihan kepala daerah secara langsung

dalarr pembinaan dan manajemen kepegawaian adalah

munculnya bentuk pembinaan dan manajemen kepegawaian sporJ

sgstem atau imbal jasa, dalarn komponen-komponen pembinan

muLai dari relcutmen, promosi dan mutasi. Pihak-pihak yang

memberikan kontribusi terhadap kedudukan seora-ng kepala

daerah, meminta imbal jasa dalam pembinaan dan manajemen

kepegawaian. Hal ini tentu tidak sesuai dengan norma dan pola

pembinaan dan marrajemen kepegawaian yang mengedepankan

profesionalisme, kapasitas dan kinerja. Pola ini dalam beberapa

tahun terakhir sangat subur dan berkembang dalam

penyelengaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Dampak negatif dari hal ini akan dirasakan oleh masyarakat yang

menerima peLayanan dari para Apa.ratur Sipil Negara yang kurang

mengedapankan profesionalisme dalam beke{a. Maka

berdasarkan a"'anat UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Apa.ratur Sipil

Negara dimana pelaksanaan penempatan jabatan dilakukan

secara terbuka dan kompetitif aikUngan Pegawai Negeri Sipil

dengan memperhatikan kua'lifikasi, kepangkatan, pendidikan dan

latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas. Melalui metode

pelaksanaan Assessment Center dengan penilaia uji kompetensi

diharapkan seleksi yang dilakukan bisa lebih profesional.

2. Peluang

Peluang Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi dalam

mengemban misi kepegawaian melalui pencermatan dan analisis
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lingkungan eksternal dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-

faktor yang mendukung program pembinaan, manajeman dan

pelayanan kepegawaian. Dengan pencermatan tersebut

memungkinkan secara Continue dan konsisten mengemban

pelaksanaan tugas pokok guna mewujudkan visi dan misi yang ingin

dicapa.i. Adapun peluang kedepan dalam pembinaam, manajemen dan

play anan kepegawaian adalah :

a. Pemberl;akuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara.

Secara esensi perubahan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999

tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dengan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara harus memiliki profesi dan

manajemen aparatur sipil negara yang berdasarkan ftada meit

Wstem, yaitu adanya perbandingan Elntara kualifikasi,

kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan

kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon

dalam rekrutmen, pengangkatan, penempaan, dan promosi

pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif,

sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik;

2. Manajemen Aparatur Sipil Negara yang terdiri manajemen

pegawai negeri sipil dan manajemen pegawai pemerintah

dengan perjanjian kerja diatur secara menyeluruh dengan

menerapkan norrna, standar, dan prosedur;

3. Dibentuk Komisi Apa.ratur Sipil Negara (I(ASN) yang mandiri

dan bebas dari intewensi politik dengan tujuan untuk

monitoring dan evaluasi peLaksanaan kebijakan dan

manajemen aparatur sipil negara dan menjamin perwujudart

sistem merit serta pengawasan terhadap penerapan asas, kode

etik dan kode perilaku aparatur Sipil Negara.

b. Pelaksanaan reformasi birokrasi.
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Reformasi btokrasi ditujukan untuk mewujudkan tata
pemerintahan yang baik melalui perbaikan dan perubahan pada

3 (tiga) aspek/pil,ar birokrasi, yaitu kelembagaan, ketalaksana,
dan sumber daya manusia aparatur. Salah satu aspek yang

menjadi fokus reformasi adalah aparatur penyelenggara birolaasi
yang sebagian besar terdiri dari Apa.ratur Sipil Negara yang

didalarnnya terdapat Pega:wat Negeri Sipil. Oleh sebab itu peluang

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jarnbi untuk berperan

melalui pembinaan yang berlandaskan pa.da sistem manajemen

kepegawaian yang lebih berdaya semakin diperlukan.

c. Keq'asama dengan pihak ketiga .talam pengembangan kapasitas

Aparatur Sipil Negara.

Pengembangan kapa.sitas Aparatur Sipil Negara tidak hanya

dilakukan secara mandiri oleh Pemerintah Provinsi Jambi melalui
Badan Kepegawaian Daerah. Tetapi hal ini dapat dilakukan
dengan berkedasama dengan pihak ketiga yang menawarkan
program peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Terdapat beberapa. pihak keriga yang dapat bekeq'a sama dalam

upaya peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu:

1. Kementerian/ Kelembagaan yang memiliki program dan

kegiatan peningkatan kapa.sitas ASN antara lain:

. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik

Indonesia;

. Badan Kepegawaian Negara;

. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

r Kementerian Perhubungan Republiklndonesia;

. Kementerian Pendidikan Republik Indonesia;

2. Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang menyelenggarakan

pendidikan formal sarjana strata satu (S.1), sarjana strata dua

(S.2) dan sadana st'ata tiga (S.3);
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3. Lembagalembaga pendidikan dari pemeritahan negara lain,
seperti Australia Award, Jepang Indonesia Cooperative

Assocition (JICA), Kementerian Luar Negeri Singapura melalui
Civil College Services) ;

4. I*mbaga Non Pemerintah atau Ijmbaga Sosial Masyarakat
yang bergerak dibidang peningkatan kapasitas Aparatur Sipil
Negara. Dalam hal ini termasuk pihak swasta ddam negei
yang menyerlia anggaran peningkatan kapa.siatas Aparatur
Sipil Negara;

Disamping peningkatan kapa.sitas Aparatur Sipil Negara

kerjasama dapat juga dibangun dibidang peningkatan sarana

dan prasarana pa.da Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Jambi.

d. Kemajuan teknologi informasi atau elektronik government (e-

gouemmen\ 6[alarn penyelenggaraan pemerintahan.

Kemajuan tel:nologi informasi secara langsung memberikan

pengaruh yang signifikan terhadap penyelenggaraan fungsi
pemerintahan. Dengan p€nerapan egouemmEnt dalam memacu

semakin baik dan cepatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

oleh Apa.ratur Sipil Negara. Disamping itu e-gouernment dapat

membangun penyelengaraan pelayanan semakin efektif, efisien,

transparan dan akuntable.

Bagi negara, pemerintah atau satuan kerja perangkat daerah yang

enggan untuk menerapkan e-gouernment akan tidak memiliki

daya saing, yang pa.da akhirnya berdampak terhadap eksistensi

kelembagaannya. Oleh sebab itu kedepan Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Jarnbi secara Continue dan bertahap akan

meningkatlan penerapan egouemment da)arn pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi, sehingga output yang dihasilkan dapat

memuaskan pelanggan, yaitu pegawai negeri sipil dan masyarakat

umum liainnya.
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BAB III
PERilASALITIIAN DAIT ISU-ISU STRATTGIS

PERANGI(AT DAERAII

3.1. Identlflkasl Permaralahaa Berdararkan T-ugat dan Fungsl
Pelayanan Badan Kepegaralan Daerah Provlntl .Iambl
Permasalahan yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah provinsi

Jambi saat ini adalah kompetensi sumber daya manusia yang blum
mencukupi kebutuhan, belum optimalnya Penataan Aparatur Sipil
Negara, masih rendahnya tingkat disiplin Wgawai, kualitas Wlayarran
Adminitrasi Kepegawaian yang belum optimal.

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalaban untut, Penentuan Horltar dao Sararan

Pembaagunan llaerah

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut alat ukur yang

digunakan dengan menggunakan metode analisa SWOT. Analisa yang

1 Kompetensi
Sumber Daya
Manusia

Kurangnya
Kompetensi Sumber
Daya Manusia

l. Kebutuhan jenis diklat
yang diikuti terbatas;

2. Belum adanya data
kebutuhan
kompetensi SDM

2 Penataan Pegawai Belum Optimalnya
Penataan Aparatur
Sipil Negara

1. Implementasi dan
pemahaman terhadap
Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil
Negara;

2. Belum Akuratnya Data
Pegawai

Rendahnya Disiplin
Pegawai

Keterbatasan SDM dalam
melakukan pemantauan
ASN

4 Pelayanan
Administrasi
Kepegawaian

Belum Optimalnya
Pelayanan
Administrasi
Kepegawaian

Terbatasnya sarana dan
prasarana guna
mendukung kelancaran
pelayanan administrasi
kepegawaian
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dilakukan baik secara intemal maupun ekstemal dilingkungan Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi sebagai berikut:

1. Analisa Intemal

Analisa internal merupakan analisa yang menguraikan kekuatan

(strenStll) dan kelemahan (ureakness) yang meliputi strulrtur

organisasi, sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan

prasara.na dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi.

Tabel 3.2.
KeLuatan dan Xelemabaa BXD Prorrlnd Jambl

Sum.bet Data: Hasil fmts grottp dixtlston Badan Kepegauaian Daerah Prcuinsi Jambi

1. Sarana Prasarana belum
memadai;

2. Belum optimalnya imPlemen tasi
Undang-undang Nomor 5 Tahun
2OL4 tentang Aparatur SiPil
Negara;

3. Sistem Manajemen Pelayanan
Aparatur Sipil Negara yang
belum optimal;

4. Belum Akuratnya Data Pegawai;
5. Masih rendahnya kedisiplinan

pegawai;
6. Pemetaan Pegawai Negeri Sipil

yang belum optimal.
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2. Analisa Eksternal

Andisa eksternal merupakan analisa yang mengidentifikasi kondisi

lingkungan diluar organisasi yang menguraikan peluan g (opporhtnitgl

dan tantangan (tlweatsl yang terdiri dari lingkungan ekonomi,

teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan.

KelemahanKekuatan
l. Eksistensi kelembagaan yang

cukup kuat melalui Peraturan
Daerah dan Peraturan
Gubernur;

2. Adanya komitmen pimpinan
untuk meningkatkan kapasitas
Sumber Daya Aparatur dan
Pelayanan Manajemen
Aparatur Sipil Negara;

3. Penerapan E-Gouerment oleh
pemerintah;

4. Jumlah atau kuantitas sumber
daya manusia pelaksana teknis
sudah memadai;

5. Adanya kondisi kerja yang
kondusif antar pimpinan darr
staf;

6. Kesejahteraan pegawai yang
memadai.



Tabel 3.3.

Tantangan dan Peluang BKD Provinsl Jambl

Sumber Data: Hasil focus group discusion Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi

3.2. Telaahan Vlsi, ilisi, dan Program Kepal,a Daerah dan tWakll

Kepala Daerah Terptlth

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi mempunyai tugas

membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah khususnya di Bidang

Kepegawaian. Sebagaimana yang tertuang dalam Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Provinsi Jambi 2016-

2021 dinyatakan bahwa visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

adalah "Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera"

JAMBI TUIYTAS 2O21 Untuk pencapaian visi tersebut diturunkan

melalui 6 (enam) Misi Gubernur Provinsi Jambi yaitu:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih,

transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada

pelayana:r publik;

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik,

berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender;

1. Tuntutan masyarakat
terhadap pemerintahan yang
bersih dan baik (good
gouerrlarrce dan clean
gouemancel;

2. Kinerja Pegawai Negeri Sipil
yang belum optimal;

3. Belum optimalnya pembinaan
kedisiplinan pegawai;

4. Belum optimalnya penerapan
sistem manajemen pelayanan
Aparatur Sipil Negara;

5. Penempatan Aparatur Sipil
Negara yang sesuai dengan
kompetensinya;

6. Seleksi uji kompetensi yang
profesional dalam penempatan
jabatan.

1. Pemberlakuan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;

2. Pelaksanaan reformasi
birokrasi.

3. Keq'asama dengan pihak ketiga
dalam pengembangan kapasitas
Aparatur Sipil Negara;

4. Kemajuan teknologi informasi
atau elektronik gouernm.ent (e-
governm.ent) dalam
penyelenggaraan pemerintahan.
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Dalam Misi Gubernur Jambi, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Jambi berpedoman pada Misi ke-l yaitu .Meningkatkan tata kelola
pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan
partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik" yang bertujuan
untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih,

transparan, akuntabel dan partisipatif dengan publik berkualitas. Dari
visi dan misi tersebut, tujuan yanC ingn dicapai adalah meningkatkan
kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah dengan sasaran

"Terwujudnya Good. Gouernarl@ and Clcan Gouemanrce" dan indikator
sasaran

1. Membaiknya kinerja pengelolaan keuangan, dengan indikator Opini

Badan Pemeriksaan Keuangan;

2. Meningkatnya efelitiEtas dan integritas Pemerintah Daerah, dengan

indikator indeks efektifitas pemerintahan dan indeks integritas
pelayanan publik;

3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, dengan

indikator nilai akuntabilitas;

4. Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pemerintahan dengan

indikator nilai keterbukaan informasi; dan

5. Meningkatnya nilai reformasi birolcasi.
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3. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat
beragama dan kesadaran hukum masyarakat;

4. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan

ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu
pengetahuan, teknologi, dan inovasi IPTEKIN) berwawasan

lingkungan;

5. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum,
pengelolaan energi dan sumhr daya alam yang berkeadilan dan

berkelanjutan;

6. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.



Pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah sebagaimana tersebut diatas dilakukan melalui berbagai
program yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat pemerintah

Daerah terkait. Dari analisis terhadap program pencapaian sasaran dari
misi pertama terdapat program yang berkaitan dengan tuga.s pokok dan
fungsi Badan Kepega.waian Daerah Provinsi Jambi, yaitu;
1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian

Kine{a dan Keuangan;

2. Program Profesionalisasi PNS;

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4. Program Promosi dan Pengisian Jabatan pimpinan Tinggi Secara

Terbuka;

5. Program Penataan, Perencanaan, dan Rekruitmen SDM Aparatur
Berbasis Kompetensi;

6. Program Peningkatan Kesejahteraan pNS dan pemberian

Penghargaan PNS.
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Disamping itu terdapat pul,a 8 (delapan) program pendukung
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, yaitu:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Pelayanan Publik di Bidang Kepegawaian;

5. Program Penyusunan Kebijakan, Koordinasi, Monitoring dang
Evaluasi dan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;

6. Program Peningkatan Kualitas Informasi Kepegawaian;

7. Program Pembinaan Bakat dan Peningkatan prestasi Anggota

KORPRI di Bidang Keagamaan Mental dan Rohani;

8. Program Pembinaan Bakat dan Peningkatan prestasi Anggota

KORPRI di Bidang Olah Raga.



Adapun fal<tor-faktor penglrambat dan pendorong pelayanan

Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi-misi dan
program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai

berikut:

Faktor-Faktor Penghambat:

1. Masih rendahnya kedisiplinan pegawai;

2. Belum optimalnya implementasi Undang-undang nomor 5 Tahun
2O14 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Sistem Manajemen Pelayanan Aparatur yang belum optimal;
4. Belum akurakrya d,ata pegawai;

5. Pemetaan Pegawai Negeri Sipil yang belum optimal;

6. Sarana prasarana yang belum optimal.

Berdasarkan faktor-faktor penghambat diatas akan sangat

mempengaruhi kineda Kepala Daerah, terutama dalam mencapai

indikator sasaran untuk meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi yang

telah menjadi agenda nasional dan daerah.

Faktor-Faktor Pendorong

l. Meningkatkan kedisiplinan pegawai meLalui pemanfaatan telo:rologi

informasi atau elektronik govemment (egouernm.ert) dengan

penerapan absensi online serta penerapan pelaksanaan SKP-Online;

2. Meningkatlan implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014

tentang ASN dengan konsistensi dalam memperbelakukan Undang-

undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN;

3. Meningkatan Sistem Manajemen Pelayanan Aparatur Sipil Negara

melalui implementasi reformasi birokrasi serta penerapan e-

gouerm.ent dalam pelaksanaan sistem manajemen pelayanan;

4.Mengoptimalkan penyusun€rn database kepegawaian dengan

penerapan e-gouerm.errt melalui pengembangan Sistem Informasi

Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) ;

5. Mengoptimalkan pemetaan Pegawai Negeri Sipil melalui penJ^rsunErn

analisa jabatan dan analisa beban kerja dengan menjalin kerjasama

pihak ketiga;
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6. Meningkatkan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar

kerja dan kemajuan teknologi.

3.3. Telaahan Rencana Strateglr Kenenterlan dan Lembaga dan

Renrtra Provlnrl
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi sebagai salah satu

Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tidak

terlepas dari kebijakan Pemerintah Pusat, selaku lembaga pembina

dalam penyelenggaraan/pelaksanaan pembinaan dan manajemen

Aparatur Sipil Negara. Terdapat 4 {empat) kementerian / Tembaga yang

memiliki keterkaitan langsung bagi Badan Kepegawaian Daerah dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yaitu:

1. Kementerlan Pendayagunaan Aparatur lfegara dan Reformad
Btroknrt (PAII-RBI Republtl Indonesla.

Sebagai lembaga pembina Aparatur Sipil Negara Kementerian PAII-

RB dalam dokumen Renstra Kemenpan-RB Tahun 2Ol5-2O19

memiliki uisi "Mewujudkan aparatur negara yang berkepribadian,

bersih, dan kompeten untuk mencapai kualitas pelayanan publik

yang berkine{a tinggi" dan untuk pencapaian Visi tersebut

Kemenpan-RB menurunkan 4 (empat) mlsl yaJrrd;

l. Mengembangkan Transparansi dan Akuntabilitas Kineg'a

Pemerintahan.

2. Membangun SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif.

3. Menciptakan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.

4. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi.

Dalam hal pencapaian atas Visi dan Misi Kemenpan-RB melakukan

tujuan strategis, yaitu :

a. Terwujudnya Pemerintahan yang Efektif dan Elisien;

b. Terwujudnya SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif;

c. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan

Berkinerja Tirgg;
d. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Baik dan Berkualitas;
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e. Terwujudnya Aparatur Kemenpan-RB yang Profesional dan

Berkineqia TinCg.

Tttjuan strategis ini dicapai untuk 5 (lima) sasaran, yaitu:

1. Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien, dicapai

dengan peningkatan efelrtivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di
semua K/L/provinsi/kabupaten/kota yang ditandai dengan

diperolehnya nilai indeks RB yang'Baik", yaitu dalam kategori

nilai 3 p. atas. Selain itu, didukung pula dengan tingginya tingkat
persepsi masyarakat terhadap program Reformasi Birokrasi yang

sedang dijalankan oleh semua lembaga Pemerintah. Pemerintahan

yang efisien juga harus dapat diwujudkan dalam struktur
kelembagaan dan tata laksana yang tepat fungsi, tepat ukuran,
dan tepat proses. Kualitas ketatalaksanaan lembaga pemerintahan

perlu ditingkatkan dengan diterapkannya teknologi informasi dan

komunikasi, yang akan mengefisienkan operasionalisasi

pemerintahan;

2. Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif,

tercapai dengan diwujudkannya sasaran SDM Aparatur yang

kompeten ditandai dengan telah diterapkannya pengisiaa jabatan

yang sesuai dengan standar kompetensi yang diperlukan, serta

diterapkannya pengembangan kompetensi bagi ASN minimal 12

hari kerja dalam I tahun. Demikian pula dalam hal kompetisi,

dimana setiap lembaga pemerintah harus dapat menciptakan SDM

Aparatur yang mampu menunjukkan kinerjanya melalui
penerapan sistem penilaian kinerja yang baik dan mampu

bersaing dalam mengisi posisi JPT yang lowong secara terbuka;

3. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan

berkine{a tinggi, dicapai antara lain dengan tercapainya sasaran

meningkatnya akuntabilitas kinerja yang ditandai dengan

indikator kineg'a membailcrya nilai akuntabilitas kinerja instansi

rata-rata secara nasional, dan meningkatnya penerapan sistem

integritas oleh seluruh instansi pemerintah. Hal ini ditandai
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dengan meningkatnya skor integritas secara nasional, besarnya
persentase IP yang penerapan sistem integritasnya sudah Baik,

serta besarnya persentase IP yang satu atau lebih unit keg'a telah

memperoleh predikat WBK/ WBBM ;

4. Terwujudnya pelayanan publik yang baik dan berkualitas, dicapai

antara lain dengan tercapainya sasaran peningkatan kapasitas
penyelenggaraan pelayanan publik dan peningkatan kualitas
pelayanan publik. Pencapa.ian sasaran Meningkatnya kapasitas

penyelenggaraan pelayanan publik ditandai dengan indikator
semakin banyaknya lP yang inovasinya mendapatkan pengakuan

secara internasional. Sedangkan sasaran Meningkatnya kualitas
pelayanan publik diukur dengan indikator nilai indeks pelayanan

publik secara nasional;

5. Terwujudnya Aparatur Kementerian PAN-RB yang profesional dan

berkinerja tinggr, dicapai dengan pencapaian sasaran

Terwujudnya Kementerian PAN-RB yang efektif dan efisien,

Terwujudnya Kementerian PAN-RB yang bersih, akuntabel, dan

berkinerja tinggi, serta sasaran Terwujudnya pelayanan publik

Kementerian PAN-RB yang berkualitas. Pencapaian sasaran

Kementerian PAN-RB yang efektif dan elisien diukur dengan

indikator Nilai RB Baik, tingkat efektivitas organisasi, dan

besarnya persentase penempatan pegawai yang sesuai dengan

persyaratan jabatan. Sasaran Terwujudnya Kementerian PAN-RB

yang bersih, akuntabel, dan berkine{a tingg diukur dengan

indikator diperolehnya predikat WTP dari opini BPK, dan nilai

akuntabilitas kinerja kementerian yang Baik. Terhadap sasaran

yang ketiga, Tenrr.rjudnya pelayanan publik Kementerian PAN-RB

yang berkualitas, diukur dengan tingkat kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Kementerian PANRB.

Paparan diatas memberikan kesimpulan bahwa terdapatnya

hubungan yang signifikan antara program Kementerian PAN-RB

dengan program Badan Kepegawaian Daerah, yaitu program
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peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program pembinaan

dan pengembangan aparatur, program pelayanan administrasi
aparatur sipil negara dan program peningkatan kesejahteraan

aparatur.

2. Badan Kepcgawaian Ifegara Republlt Indoaesla
Badan Kepegawaian Negara, disingkat BKN, adalah Lembaga

Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanalan

tugas pemerintahan dibidang manajemen kepegawaian negara. Visi

yang ingIn diwujudkankan oleh BKN dalam Dokumen Renstra BKN

Tahun 2Ol*2O19 adalah 'Menjadi Pembina dan Penyelenggara

Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Tahun

2025". Visi tersebut dicapai melalui 5 (tima) misi, yaitu:

a. Mengembangkan dan Mengoptimalkan Sistem Pelayanan

Kepegawaian;

b. Mengembangkan dan Mengoptimalkan Sistem Pengawasan dan

Pengendalian Kepegawaian;

c. Mengembangkan dan Mengoptimalkan Sistem Peraturan

Perundang-Undangan, Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai;

d. Mengembangkan dan Mengoptimalkan Sistem Informasi
Manaj emen Kepegawaian ;

e. Mengembangkan dan Mengoptimalkan Sistem Manajemen

Internal BKN;

Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam hal mewujudkan Visi dan

Misi dengan 3 (tlga) tujuan yakni;

1. Terwujudnya Manajemen Kepegawaian yang Modern dengan

Melakukan Pembinaan dan Penyelenggaraan Manajemen ASN

Secara Nasional.

2. Mewujudkan Pelayanan Prima di Bidang Kepegawaian.

3. Mewujudkan Manajemen Intemal yang Efektif, Efisien, dan

Akuntabel.
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Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam pencapaian tujuan tersebut
memiliki sasaran, yakni, terselenggaranya manajemen pegawai ASN

yang professional.

Selanjutnya mempedomani Rencana Strategis Badan Kepegawaian

Negara (BKN) Tahun 2Ol5-2O19 dalam hal arah kebijakan dalam
pencapaian tqiuan, ialah:

a. Paradigma Pegawai Negeri Sipil sebagai aset, bukan expenses dan

peLayanan masyarakat sebagai retum (value added to consumers);

b. Mengelola Pegawai Negeri Sipil secara elisien dan efektif;

c. Membangun dan mengembangkan aliansi keg'a sama dengan

kmbaga kepegawaian di setiap K/L dan daerah;

d. Penerapan pengendalian yang bersifat pencegahan (preventive)

terhadap pegawai ASN dalam penegakan disiplin;

e. Meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai ASN;

f. Mengoptimalkan dukungan dan manajemen internal
kepegawaian BKN; dan

g. Pengelolaan data Pegawai ASN yang handal dan terkini.

h. Melakukan pendekatan pelayanan kepada masyarakat.

Gambaran diatas memberikan arah dalam dalam penyusunan

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.

Program dan kegiatan yang dimuat dalam Rencana Strategis,

merupakan penjabaran dan tindak lanjut dari Rencana Strategis

Badan Kepegawaian Negara (BKN), yaitu progran peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur, program pembinaan dan

pengembangan aparatur, program pelayanan administrasi aparatur
sipil negara dan program peningkatan kesejahteraan aparatur.
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3. Lembaga Adnlnlstrasl lfegara Republtk Indonesla
Iembaga Administrasi Negara yang disingkat LAN, adalah Lembaga

Pemerintah Non Kementerian yang dibentuk untuk melaksanalan

tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. LAN bertugas untuk
melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang

administrasi negara serta pendidikan dan pelatihan untuk Pegawai

Negeri Sipil.

Visi yang ingin diwujudkan LAN adalah "Menjadi rujukan bangsa

dalam pembaharuan Administrasi Negara'. Sedangkan misi adalah

Memberikan kontribusi nyata dalarn pengembangan kapasitas

aparatur negara dan sistem administrasi negara guna mewujudkan

tata pemerintahan yang baik, melalui:

l. Pengembangan Inovasi Administrasi Negara;

2. Pengk4jian Kebijakan;

3. Pembinaan dan Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

aparatur negara;

4. Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Administrasi.

Dengan mengacu pada rlencana strategis LAN diketahui bahwa

program dan kegiatan Profesionalisasi PNS dan program pembinaan

dan pengembangan Aparatur dalam rencana strategis Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, mempedomani pembinaan

pelaksanaan pendidikan apaxatur negara yang ditetapkan oleh

kmbaga Administrasi Negara.

3.4. Tel,ahaan Rencana Tata Ruang Wtlayah den KaJtan LlngLungan
Hldup Strateglr

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan

Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi T\rgas dan Fungsi, Serta Tata Keda Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok membantu

Kepala Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dibidang
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manajemen kepegawaian. Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi

tersebut Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi tidak ada hubungan

yang cukup signilikan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

dan Ihjian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

3.5. Peneatuaa lru-lru Stntegts
Isu-isu strategis pembangunan di Provinsi Jambi yang

berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Jambi adalah:

l. Belum optimalnya implementasi Undang-undan g notr.or 5 tahun

2014 tentang Apartur Sipil Negara;

2. Masih kurangnya tingkat kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil;

3. Penerapan e-Government;

4. Belum akuratnya data pegawai melalui penerapan Sistem Penilaian

Kine{a secara berbasis eletronik;

5. Pemberlakukan single salary; dan

6. Pemetaan Pegawai Negeri Sipil yang belum optimal sesuai dengan

kompetensinya dan penerapan pelaksanaan uji kompetensi.

Untuk menganalisa isu-isu strategis Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Jambi disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4.

Analisa Isu-Isu Strategis BKD Proninsi Jambi

FAXTOR

PELUANG:

1. Pemberlakuan Unda.ng-
Undang Nomor 5 Tahun
20 14 tentang Aparatur
Sipil Negara;

2. Pelaksanaan reformasi
birolaasi;

3. Kerjasama dengan pihak
ketiga dalam
pengembangan kapasitas
Aparatur Sipil Negara;

4. Kemajuan teknolog
informasi atau elektronik
gouerrunent (e-gou) dalam
penyelenggaraan
pemerintaian;

TAIITAIIGAIT!

1. Tuntutan masyarakat
terhadap p€merintahan
yang baik dan bersih
(gd gouemane dan
clean gouemonel;

2. Kine{a Pegawai Negeri
Sipil yang belum
optimal;

3. Belum optimalnya
pembinaal disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

4. Optimalisasipenerapan
Sistem Manajemen
Pelayanan Aparatur Sipil
Negara;
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5. Seleksi uji kompetensi
yang profesional dalam
penempatan jabatan

1. Eksistensi
kelembagaan yang
cukup kuat melalui
Peraturan Daerah
dan Peraturan
Gubernur;

2. Adanya komitmen
pimpinal untuk
meningkatkan
kapasitas Sumber
Daya Aparatur dan
Pelayanan
Manaiemen
Aparatur Sipil
Negara

3. Penerapan e-
Gouenanent ole}.a
pemerintah

4. Jur ah atau
kuantitas
sumber dala
manusia
pelaksana teknis
sudah memadai;

5. Adanya kondisi
Keq'a yang kondusif
antar pimpinsn
dan staf;

6. Kesejahteraan
pegawai yang
memadai;

KEKUATAN; rsu STRATEGTS {SO)
. MengoptirElkan eksistensi

kelembagaan untuk
peningkatan pembinaan
dan manajemen aparatur
sipil negara yang objektif,
transparan dan akuntable
melalui pemberlakukan
undang- undang nomor 5
talun 2014 tentang ASN;

. Mengoptimalkan komitmen
pimpinan untuk
meningkatkaa kapasitas
Sumber Daya Aparatur dan
Pelayanan Manajemen
Aparatur Sipil Negara
dengan membangunan
kerja-sama dengan pihak
ketiga untuk
pengembangan kapasitas
Apa,ratur Sipil Nega,ra darl
Pelayanan Manaiemen
Aparatur Sipil Negara;

. Mengoptimalkan penerapan
egouernflPnt *.bagai
teknologi informasi dalam
penyelenggaraan system
pemerintahaa meialui
pengembangaa Sistem
Informasi Manajemen
Kepegawaian (SIMPEG);

o Mengoptimalkan kondisi
ke{'a kondusif untuk
mengoptimalkan pelayanan
kepegawaial dengan satu
pintu dengan penerapzrn e-
goL,ertunent;

. Mengoptimalkan tingkat
kesejahteraan yang
memadai untuk
peningkatan pelayanan
kepegawaial.

rsu STRATECTS (srf
o Mengoptimalkan eksistensi

kelembagaan melalui
peraturan Gubernur
tentang kode etik pegawai
untuk pedoman dalam
penerapan disiplin
pegawai;

. Mengoptimalkan
komitmen pimpinan dalam
melaksanaaa penilaial uji
kompetensi untuk
penempatan jabatan
melalui assessment;

. Mengoptima-lkan
pengembangan e-
gouernment d.alam
penyelenggaran
Manajemen Aparatur Sipil
Negara melalui Sistem
Informasi Manajemen
Kepegawaian untuk
meningkatkan keakuratan
database pegawai serta
mengoptimalkan Sistem
Manaiemen Pelayanan
Apa-ratur;

. Mengoptimalkan
p€nerapan egouemnwnl
pada Sistem Manajemen
Pelayanan untuk
menciptakan
pemerintahan yang bersih
dan baik (good gouemanrce
dan dean gouemane\;

. Mengoptimalkan peranan
sumberdaya manusia
ap{rratur untuk
penyusunan pemetaan
pegawai negeri sipil yang
sesuai dengan analisa
beban ke{a dan analisa
jabatan;

o Mengoptimalkan tingkat
kesejahteraan dalam
penyelenggaraan
pemerintahan melalui e-
gouemBnl defigan
penerapan Sistem Kinerja
Pegawai Elektronik.

I{ELEIAHAIT:
1. Masih rendahnya

kedisiplinan
pegawai;

rsu aTRATEGTS (WOf :
o Meningkatkan kedisiplinan

pegawai melalui
pemanfaatan teknologi

I8U 8TBATEGIS (WTI:
. Mengotimalkan kualitas

sumber daya malusia
melalui peningkatkan
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informasi atau elektronik
goverment dengan
penerapan absensi online
serta p€nerapan
pelaksanaan SKP online;

o Meningkatkan
implementasi Undang-
undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang ASN dengan
konsistensi dalam
memperbelakukan
Undang-undang Nomor 5
tahun 2O 14 tentang ASN;

. Mengoptimalkan
penyusunan database
kepegawaian dengarr
penerapan e-goyerment
melalui pengembangan
Sistem Informasi
Manajemen Kepegawaian
(SIMPEG);

. Mengoptimalkan pemetaan
Pegawai Negeri Sipil melalui
penyusunan analisa
jabatan dan analisa beban
kerja dengan menjalin
keiasama pihak ketiga;

. Meningkatkan Sistem
Manajemen Pelayanan
Aparatur Sipil Negara
melalui implementasi
reformasi birokrasi serta
penerapan e-gouemflEnt
dalam pelaksanaan sistem
manajemen pelayanan;

. Meningkatkan sarana dan
prasarana yang sesuai
dengan standar kerja dan
kemajuan teknologi.

kedisiplinan aparatur dan
p€ningkatan kualitas
kinerja aparatur dengan
penerapan penilaian
kineda (SKP) online untuk
membalgun pemerintahan
yang baik dan bersih (good
govemante dnn dean
gpuennnt&li

. Mengoptimalkan
plaksanaan implementasi
Undang-undang Nomor 5
tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negaia
sebagai dasar dalam
pelaksanaan uji
kompetensi yang
professional dalam
penempatan jabatan;

. Meningkatkan system
manq;'emen Pelayanan
Aparatur Sipil Negara
melalui penerapan e-
Gouernrnent d,art
pelayanan satu pintu aga-r
terciptanya Sistem
Manajemen Pelayanan
Aparatur Sipil Negara
yang professional;

. Meningkatkan keakuratan
data pegawai dengan
Sistem Informasi
Manaiemen Kepegawaian
dalam optimalisasi
penerapan sistem
manajemen pelayanan
Aparatur Sipil Negara;

. Mengoptimalkan
pemetaan Pegawai Negeri
Sipil untuk penempatan
Apa.ratur Sipil Negera yang
sesuai dengan
kompetensinya
berdasarkan Analisa
Jabatan dal Analisa
Beban Kerja dalam rangka
untuk menempatkan
Aparatur Sipil Negara
sesuai dengan
kompetensinya;

. Meningkatkan sarana dan
prasarana untuk sistem
manajemen pelayanan
Aparatur Sipil Negara
berbasis elektronik;

Sunber Data: Hasil Jocu-s group discuslon Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi
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2. Belum optimalnya
implementasi
Undang-undang
nomor 5 Talun
2074 tent $
Aparatur Sipil
Nega.ra;

3. Sistem Manajemen
Pelayanan Aparatur
yang belum optimal;

4. Belum akuratnya
data
pegawai;

5. Pemetaan pegawai
negeri sipil yang
belum optimal;

6. Sarana prasarana
yang belum optimal



Untuk menentukan skala prioritas terhadap isu-isu strategis, hasil

analisis 5sfoagaimana tabel 3.5. maka digunakan kriteria atau indikator

sebagai berikut.

Tabel 3.5.
Krlterla Penentuaa Isu-Isu Strategls

Sumber Data: Ha=il focas group discusrbn Badan Kepegawaian Daerai Provinsi Jambi

Dengan dengan mengacu pada indikator sebagaimana tersebut

diatas diperoleh skala prioritas isu strategis Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Jilnfoi 5slagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3.6.
Ittlal SLala Krlterta Isu-Isu Strategls BIID Prorrtnst Jambl

1 Memiliki pengaruh yang besar/signilikan
terhadap pencapaian sasaran Renstra Perangkat
Daerah

20

2 Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD 10
3 Dampak yang ditimbulkan terhadap publik 20
4 20Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah
5 Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani 10
6 Prioritas janji politik yang perlu diwuiudkan 20

Isu Strateds {SOl
l. XcnlppttttldL.!

etd:terri tclenbegaea
ulrtut peaiagl:tu
pcmtlorm dea
lrqrqrctrctr eparatrrr
rlpit aegra yeag
ob:lelttf, trEstpEt ! du
atuEtablc EelalEi
PeEbcsLtuL.a
Uqdltrg-Irrdrlg lloEor
5 Trhr8 2014 teEt.-g
astr;

20 10 20 10 c 20 85 14.16 I

2 Mengoptimalkan
kornitnert piapinan
urrtuk meningkatkan
kapasitas Sunber Daya
Aparatur dan pel,ayanan
Manajemen Aparatur
Sipil Negara deogan
meabangunan
kerja-saaa dengan pihak
ketiga untuk
pengembangan kalr asitas
Aparatur Sipil Negara dan

10 10 10 5 5 5 45 7,50

Revisl RENsTRA BXD Provinsi Iambi 201 
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Raagking
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Pelayalao Maa{emen
Apaiatur Sipil Nesara;
Mengoptimalkan
peneraParr egouefment
seb.gai teknologi
iaformasi dalam
penyelenggaraan sisteo
peoerintahan aelalui
pengembangan Sistem
Informasi Manajeoen
Kepesawaian (SIMPEG):

20 10 15 15 5 15 80 II

4 Mengoptimalkan kondisi
ke.ja
kondusif untuk
mengoptiEalkarr
pelayana4 kepegawaian
dengan satu pintu
dengan penerapan
HolEmnett;

10 20 5 5 10 55 w

5. Mengop iralkarl tjngkat
kesejahteraan yang
memadai
untuk peningkatan
peLayalan kepegawaian.

10 10 15 10 5 10 65 10,83 III

Ilu Stratect! lST)
1. IcngopttEaltu

eLrirtclrl
keleabrgau oelalul
p€saturls Eqbeaa[r
tert .!g Lode otil
pegqs.l urtlrl
Ir€doEa8 d.lio
p€!cnp..s dr.iplla
peENst:

20 lo 20 10 5 10 73 16,67 I

2 Mengoptiaalkan
komitmen pimpinan
dala.a meLaksanaan
perilaian uji kompetensi
untuk perreEpatall
jabatan Eelalui
sssessrtlerlt;

5 10 10 10 5 15 55 9,16 rV

Mengoptimalkan
pengembanSan e-
gotetment
dalam penyelenggaran
Eanajemerr Aparatur
Sipil Negara melalui
Sistelo InforEasi
Manajemen Kepegawaian
(SIMPEG) untuk
meninglatJ<an
keakuratart database
pegawai serta
mengoptiaalkan SisteE
Manajemen Petrayala!
Aparatur:

20 10 20 10 5 20 85 Ill

4 Mengoptimalkan peranan
sumberdaya manusia
aparatur untuk
penlrusunan p€lnetaall
pegawai negeri sipil yang
sesuai dengan analisa
bebaa kerja dan analisa
iabatan:

10 10 10 50 8,33
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5. Mengoptimalkan tingkat
kesejahteraan dalam
penyelenggaraan
pemerintahafl melalui e-
goverment denga.rr
penerapart Sisten Kinerja
Perawai Elektronik.

20 10 20 15 5 20 90 15,00 II

bu Etnteclt [WOl
1. Ueldlghtt .n

LGdtrlplts.! pc8rrd
Echlui p.tar8f.rtr!
tctoologl ttrforD.tt
ateu olohroall
govcrEelt dcaSra
PeaerrPas rDacad
odhc acrtr t crGrapa!
peltr.arrE sNP-
OEllaei

2n lo 20 20 5 l5 90 1s,oo I

2 Meningkatkan
iaplementasi
Undaag-Undang Nouor 5
Tahun 2Ol4 tentang ASN
dengan konsistensi
dalan mcaberbelakukan
Undang-undang
NoEor 5 Tahun 2014
tentaru ASN:

10 5 5 5 10 40 6,66 VI

Mengoptimalkan
pen5nrsunan database
kepegawaian dengan
r/€rrerapaIr eggvennqt
oelalui pengembangan
Sistem InlorEasi
Manajemen Kepegawaian
(Simped:

10 10 l5 10 5 15 65 III

Mengoptimrlk.n
pemetaan Pegawai Negeri
Sipil aelalui
penyrsunan analisa
jabataa dan analisa
beban kerja dengan
Eenjalin kerjasaoa
pihak keti*a;

10 10 10 10 5 10 55 9,t6 w

5 Meningkatkan Sistem
ManajeEen Pelayanan
Aparatur Sipil Negara
melalui implementasi
leformasi birokrasi sprta
Penerapnn egpwtnal,
dalam pelaksanaan
sistem manajemen
Delayaran:

20 io 20 10 5 20 85

6. Meningkatkan sarana
dan prasarala yang
sesuai dengan standar
kerja dan kemajuan
Teknologi,

10 5 10 10 10 5 50 8,33

llu Stratcdt (WTl
1. UolSotlE.ltra Ludttrr

3utobcr drF Eraudr
ncldul pcalagldtea
Ledldpllara epsatur
das pcnlslldrs

20 10 20 20 5 20 95 15,43 I
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10,83
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14,16 II



Ludttrr HoerJa
eparatur deagB!
peaerrpea pealldra
ttlerja/ AXP-Orltrc
Eatut EeEbangla
pcEcrtrtrh.,t yrrg bstt
d.. bcr.th lgood
go*ntote dot cleolt
goua7tarr.tlh

2 Mengoptimalkan
pelaksaan impleoentasi
Urrdang-Ulrd.ang Nomo! 5
Tahun 2O14 tentang
Aparatur Sipil Negara
sebagai dasar dalam
pelaksanaan uji
kompetensi yang
profesional dalam
peneD.patan iabatan;

5 10 10 15 55 9,t6 rv

Meringkat.kan sistem
manajemen Pelayanan
Aparatur Sipil Negara
melalui penerapan
e-Goverrtmerrt dan
petrayanan satu pintu
aga, te(ciptarlya
Sistem Manajemen
Pelayanan Aparatur Sipil
Negara yang
professional;

20 10 20 20 5 20 90 15,O0

4 Meningkatlan
keakuratan data
pegawai dengan SisteE
lnformasi Manajemen
Kepegawaian (Simpeg)
dalam optimalisasi
penelapan sistem
manajeaen peLayanan
ADaratur Sipil Nesara:

20 10 20 10 5 20 85 Itr

5 Meningf;atkan sarana
dan prasarana untuk
sistem manajemea
pelayarran Aparat])r
Sipil Negara berba-sis
elektronik.

10 5 10 10 10 5 8,33

Sumber Data: Hasin focus group discusion Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi

Berdasarkan analisis skala priotitas sebagaimana tersebut diatas

diketahui skala prioritas masing-masing kelompok isu strategrs, yang

akan dljadikan dasar dalam analisis misi, tujuan dan sasaran Revisi

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi tahun

2016-2021.
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BAB IV

TU.'UAT DAIT SASARAIT

4.1. TuJuan daa Sararaa Jangla Hencngah

Tujuan yang telah dirumuskan Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Jambi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah:

Terwrrjudnya peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur;

Sasaran yans ingn dicapai dalam manajemen kepegawaian pada misi

adalah:

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara;

2. Peningkatan Kualitas Penataan Aparatur Sipil Negara;

3. Meningkatnya Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan

4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian;

Tabel 4.1.

TuJuan dan Sararan.Iangka Menengah BKf,t Provlnrl Jambl

Sunber Data : Easil focus group discussion Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Janbi, 2017

Iio. TUJUAIT 6ASARA.IT IrDU(AloB
TUJI'AX/SASARAX

TIRGET XITER.'A
TUJI ArlSAaARAX PADA

IAIII'T I(E
1 2 3 4 5

{1) l2') (3) (4) ts) (6) t7t (8) {e)
1 Terwujudnya

peningkata!

kualita.s

Suober

Daya

Aparatur.

1. Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur Sipil
Negara-

1. Persentase ASN
yang meoJliki
kompetensi s€suai
jabatarutya,

svo 5/" 50/o

2. Peoia8lr.atztt
Kualitas
Penataan
Aparatur Sipil
Negara

2- Perse7rtz'se
penetapan ASN
dala.m jabatan.

7@/" 1G/o 1tr/o

3. Meningkaaya
Disiplin Pegawai
Aparatur Sipil
Negara.

3. Perserlta.sp
peningkatan
penanganan
pelanggaral disiplio.

6eh 650/" 7tr/o

4. Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan
Administrasi
Kepegawaian

4, lndeks kepuasan
pela5ranan
adminishasi
kepegawaian

B B B

Revisi RENSTRA BKD Provinsi lambi 2016-2021I



I EII

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

iil
-I I

!

t
I I



BAB V

STRATDGI DAJC ARAH KEBIJAIIAN

Strategl datl KebtJakaa

Strategi yang dilakukan untuk mendukung tujuan dan sasaran

organisasi adalah:

1. Meningkatkan SDM Aparatur Sipil Negara untuk pengembangan

karier Aparatur Sipil Negara berdasarkan pengembangan kompetensi

melalui pendidikan dan pelatihan fungsional, teknis dan pelatihan

manejerial;

2. Meningkatkan kualitas pendidikan Pegawai Negeri Sipil melalui

beasiswa tugas belajar;

3. Meningkatkan kualitas kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui uji
kompetensi;

4. Peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara yang bersih dari pralrtek

korupsi, kolusi dan nepotisme melalui penegakan peraturan disiplin

dan kode etik perilaku Aparatur Sipil Negara;

5. Peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara melalui pemenuhan

kebutuhan hak-hak kepegawaian Aparatur Sipil Negara;

6. Menyelenggarakan sistem manajemen kepegawaian yang profesional

dan menerapkan merit system dalam pelayanan manajemen Aparatur

Sipil Negara melalui sistem informasi ASN berbasis teknologi;

7. Melakukan penerapan sistem akuntabilitas kinerja;

8. Rehabilitasi sarana dan prasarana menjadi kantor modern berbasis

teknologi untuk menciptakan pelayanan manajemen ASN yang prima

serta pengembangan pusat assesment center berbasis teknologi.

Sedangkan kebijakan yang diambil guna mendukung strategi

tersebut adalah:

Stratcgl 1 : Meningkatkan SDM Aparatur Sipil Negara untuk
pengembangan karier Aparatur Sipil Negara berdasarkan pengembangan

kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan fungsional, teknis dan

pelatihan manqierial;
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/ Pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui pendidikan

dan pelatihan teknis;
r' Pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui pendidikan

dan pelatihan fungsional;

r' Pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui pendidikan

dan pelatihan kepemimpinan;

r' Mehkukan seleksi terbuka bagi jabatan tinggi Provinsi Jambi; dan

/ Peningkatan wawasan aparatur sipil negara melalui sosialisasi,

seminar, dan penataran tentang penyelengaraan kebijakan Aparatur

Sipil Negara dalam sistem pemerintahan.

Strategt 2 : Meningkatkan kualitas pendidikan PNS melalui pendidikan

kedinasan beasiswa tugas belqjar;

/ Pemberian kemudahan peningkatan pendidikan pelatihan, bagi PNS

yang meningkatlan pengetahuan, keterampilan melalui tugas bela-iar

mandiri, beasiswa.

Strategl 3 : Meningkatkan kualitas penataan Aparatur Sipil Negara

melalui seleksi dan penempatan sesuai dengan kompetensi jabatannya;

r' Mehkukan pemetaan jabatan bagi Aparatur Sipil Negara;

r' Mehkukan pelaksanaan seleksi pendidikan kedinasan;

r' Penerapan proses pengadaan Aparatur Sipil Negara secara terbuka,

transparan, dan objelrtifitas melalui kompetensi, kualiEkasi untuk

mendapatkan Aparatur Sipil Negara yang berkualitas;
r' Mehkukan pelaksanaan Ujian dinas, dan Ujian kenaikan pangkat

penyesuaian ijazah;
/ Melakukan pelaksanaan seleksi pendidikan dan pelatihan

kepemimpinan;

/ Melakukan penJrusunzrn dokumen penetapan kebutuhan melalui

penataan Aparatur Sipil Negara yang ided sesuai kebutuhan dan

kompetensi (rightsizing) dengan pemetaan (Mapping);

/ Melakukan penyusunan poLa karier PNS yang terintegrasi secara

nasional sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karier nasional;

r' Penerapan merit system untuk mutasi dan promosi PNS.
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Stratcgl 4 : Peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara yang bersih dari

praktek korupsi, kolusi dan nepotisme melalui penegakan peraturan

disiplin dan kode etik perilaku Aparatur Sipil Negara;

/ Penegakan peraturan disiplin Aparatur Sipil Negara, kode etik dan

perilaku Aparatur Sipil Negara dan kode etik profesi melalui

pemantau disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil;

r' Mehkukan tindakan penangan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang

melakukan pelanggaran kode etjk dan perilaku Aparatur Sipil Negara

dan kode etik profesi; dan

r' Penerapan penyampaian tentang laporan harta kekayaan Aparatur

Sipil Negara (LHK-ASN) bagi seluruh Aparatur Sipil Negara.

Strategl 5 : Peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara

/ Pemberian fasilitas kepada PNS dalam pelaksanaan tugasnya sesuai

dengan perundang-undangan yang berlaku;

r' Pemberian jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi PNS sesuai

dengan ketentuan undang- undang yang berlaku;
/ Pemberian perlindungan bagi Aparatur Sipil Negara berupa jaminan

kesehatan, kecelakan kerja dan bantuan hukum;
/ Pemberian penambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara

berupa tunjangan meliputi tunjangan kineq'a dibayarkan dengan

penilaian kine{a dan tunjangan kemahalan dibayarkan dengan

tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku melalui

penerapan sistem penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara yang

didasarkan sistem prestasi dan karier yang dilakukan oleh tim penilai

kineqia Aparatur Sipil Negara; dan

r' Pemberian penglrargaan terhadap Aparatur Sipil Negara yang telah

menunjukan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran,

kedisiplinan dan prestasi ke{a dalam melaksanakan tugas, pokok

dan fungsinya;

Strategl 6 : Menyelen ggixakan sistem manajemen kepegawai an yang

profesional dan menerapkan merit system dalam pelayanan manajemen

Aparatur Sipil Negara melalui sistem informasi ASN berbasis teknologi:
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r' Penerapan pelayanan manajemen Aparatur Sipil Negara melalui

sistem informasi ASN berbasis E-Kepegawaian/ SIMPEG dan satu

pintu;
r' Meningkatkan profesional pelayanan dalam pengelolaan adminitrasi

kepegawaian untuk mewujudkan pelayanan prima;

r' Penerapan, evaluasi dan pembaharuan Standar Operasional Prosedur

(SOP) sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan man4iemen

Aparatur Sipil Negara untuk meningkatkan mutu pelayanan

manajemen Aparatur Sipil Negara;

r' Pengembangan Aplikasi Manajemen Kepegawaian bebasis eleldronik;

r' Penyelenggaraan survey indeks kepuasan pelayanan manajemen

Aparatur Sipil Negara; dan

r' Mehkukan monitoring, koordinasi, singlrronisasi, manajemen

kepegawaian serta mengevaluasi kegiatan dan program yang

dilaksanakan.

Stntegl 7 : Melakukan penerapan sistem akuntabilitas kinerja;

/ Penerapan proses kegiatan dan program yang terencana dari tahap

proses awal pen5rusunan sampai dengan pelaksanaan sesuai dengan

peraturan yang berlaku.

Strategl 8 : Rehabilitasi sarana dan prasarana menjadi kantor modem

berbasis teknologi untuk menciptakan pelayanan manajemen ASN yang

prima serta pengembangan pusat sssesment center berbasis teknologi

yang terakriditas;
r' Peningkatan prasarana dan sarana kantor untuk pelayanan

manajemen Apartur Sipil Negara melalui sistem informasi berbasis e-

Government perkantoran modern dengan sistem, informasi teknologi

secara elektronik;
/ Membangun UPT Penilaian Kompetensi untuk pengembangan dan

pelaksanaan asessment center Provinsi Jambi dengan fasilitas dan

sarana yang sesuai standar dan teralrreditasi untuk pelaksanaan

assessment;

Revlsl R"ENSTnA BxD Provlnsi lambl 201 
"-Zorrl



F 3 7 2 ta
i u E (, = s. A

J N o N N I

T
ab

el
 5

.1
.

T
uJ

ua
n,

 S
a:

ar
an

, 
S

tr
at

eg
l, 

da
n 

K
eb

lJ
ak

an

V
IS

I 
: 
sT

cr
tlb

' U
4X

E
ul

, 
l{y

am
ar

, 
T

au
gg

uh
, 

A
dl

l 
da

rr
 B

oJ
ah

te
ra

" 
JA

IB
I 

T
U

fT
A

a 
2O

il 
l

M
IS

I 
: 

ca
ln

gk
at

la
! 

ta
ta

 L
ol

ol
a 

pc
m

cr
la

ta
ha

l 
da

et
ah

 y
an

g 
bc

nl
h,

 t
ra

rr
rp

en
r,

 a
ku

nt
eb

el
 d

an
 p

a*
tr

lp
et

U
 J

r.
r,

8 
bc

ro
le

rt
a.

l p
.d

.

T
U

JU
A

N
S

A
A

A
R

A
N

S
T

R
A

T
E

G
I

A
R

A
H

 K
E

B
IJ

A
K

A
II

l. 
T

er
w

uj
ud

ny
a

pe
ni

ng
ka

ta
n

ku
al

ita
s 

su
m

be
r

da
ya

 a
pa

ra
tu

r

1.
 P

en
in

gk
at

an
ka

pa
si

ta
s 

su
m

be
r

da
ya

 A
pa

ra
tu

r
S

ip
il 

N
eg

ar
a

2.
 P

en
in

gk
at

an
ku

al
ita

s 
pe

na
ta

an
A

pa
ra

tu
r 

S
ip

il
N

eg
ar

a

1.
 M

en
in

gk
at

ka
n 

S
D

M
 A

pa
ra

tu
r 

S
ip

il 
N

eg
ar

a
un

tu
k 

pe
ng

em
ba

ng
an

 k
ar

ie
r 

A
pa

ra
tu

r 
S

ip
il

N
eg

ar
a 

be
rd

as
ar

ka
n 

pe
ng

em
ba

ng
an

ko
m

pe
te

ns
i m

el
a.

lu
i p

en
di

di
ka

n,
 d

an
pe

la
tih

an
 f

un
gs

io
na

l, 
te

kn
is

 d
an

m
an

aj
er

ia
l

2.
 M

en
in

gk
at

ka
n 

ku
al

ita
s 

pe
nd

id
ik

an
 P

N
S

m
el

al
ui

 p
en

di
di

ka
n 

be
as

is
w

a 
tu

ga
s 

be
la

ja
r

3.
 M

en
in

gk
at

ka
n 

ku
al

ita
s 

pe
na

ta
an

 A
pa

ra
tu

r
S

ip
il 

N
eg

ar
a 

m
el

al
ui

 s
el

ek
si

 d
an

pe
ne

m
pa

ta
n 

se
su

ai
 d

en
ga

n 
ko

m
pe

te
ns

i
ja

ba
ta

nn
ya

1.
 P

en
ge

m
ba

ng
an

 k
om

pe
te

ns
i 

A
pa

ra
tu

r
S

ip
il 

N
eg

ar
a 

m
el

al
ui

 p
en

di
di

ka
n 

da
n

pe
la

tih
af

l t
ek

ni
s

2.
 P

en
ge

m
ba

ng
an

 k
om

pe
te

ns
i 

A
pa

ra
tu

r
S

ip
il 

N
eg

ar
a 

m
el

al
ui

 p
en

di
di

ka
n 

da
n

pe
la

tih
an

 f
un

gs
io

na
l

3.
 P

en
ge

m
ba

ng
an

 k
om

pe
te

ns
i 

A
pa

ra
tu

r
S

ip
il 

N
eg

ar
a 

m
el

al
ui

 p
en

di
di

ka
n 

da
n

pe
la

tih
an

 k
ep

em
im

pi
na

n
4.

 P
en

in
gk

at
an

 w
aw

as
an

 A
pa

ra
tu

r 
S

ip
il

N
eg

ar
a 

m
el

al
ui

 s
os

id
is

as
i, 

se
m

in
ar

, 
da

n
pe

na
ta

ra
n 

te
nt

an
g 

pe
ny

el
en

ga
ra

an
ke

bi
ja

ka
l 

A
pa

ra
tu

r 
S

ip
il 

N
eg

ar
a 

da
la

m
si

st
em

 p
em

er
in

ta
ha

n

1.
 P

em
be

ria
n 

ke
m

ud
ah

an
 p

en
in

gk
at

an
pe

nd
id

ik
an

 p
el

at
ih

an
, 

bq
gi

 P
N

S
 y

an
g

m
en

in
gk

at
ka

n 
pe

ng
et

ai
ua

n,
ke

te
ra

m
pi

la
n 

m
el

al
ui

 t
ug

as
 b

el
qi

ar
m

an
di

ri,
 b

ea
si

sw
a

1.
 M

el
ak

uk
an

 s
el

ek
si

 t
er

bu
ka

 b
ag

i 
ja

ba
ta

n
tin

gg
i 

P
ro

vi
ns

i 
Ja

m
bi

2.
 M

el
ak

uk
an

 p
em

et
aa

n 
ja

ba
ta

n 
ba

S
i

A
pa

ra
tu

r 
S

ip
il 

N
eg

ar
a

3.
 M

el
ak

uk
an

 p
el

ak
sa

na
an

 s
el

ek
si

pe
nd

id
ik

a,
 k

ed
in

as
an



- v lll 2 I v T
D x o = N o N N I

3.
 M

en
in

gk
at

ka
n

di
si

pl
in

 p
eg

aw
ai

A
pa

ra
tu

r 
S

ip
il

N
eg

ar
a

4.
 P

en
in

gk
at

an
 k

ua
lit

as
 a

pa
ra

tu
r 

si
pi

l n
eg

ar
a

ya
ng

 b
er

si
h 

da
ri 

pr
ak

te
k 

ko
ru

ps
i, 

ko
lu

si
da

n 
ne

po
tis

m
e 

m
el

al
ui

 p
en

eg
ak

an
pe

ra
tu

ra
n 

di
si

pl
in

 d
an

 k
od

e 
et

ik
 p

er
ila

ku
A

pa
ra

tu
r 

S
ip

il 
N

eg
ar

a

4.
 P

en
er

ap
an

 p
ro

se
s 

pe
ng

ad
aa

n 
A

pa
ra

tu
r

si
pi

l 
N

eg
ar

a 
se

ca
ra

 t
er

bu
ka

, 
tr

an
sp

a.
ra

n,
da

r 
ob

je
kt

ifi
ta

s 
m

el
al

ui
 k

om
pe

te
ns

i,
ku

al
ifi

ka
si

 u
nt

uk
 m

en
da

pa
tk

an
 A

pa
ra

tu
r

S
ip

il 
N

eg
ar

a 
ya

ng
 b

er
ku

al
ita

s
5.

 M
el

ak
uk

an
 p

el
ak

sa
na

an
 u

jia
n 

di
na

s,
 d

an
uj

ia
n 

ke
na

ik
an

 p
an

gk
at

 p
en

ye
su

ai
an

ija
za

h
6.

 M
el

a}
uk

an
 p

el
ak

sa
na

an
 s

el
ek

si
pe

nd
id

ik
an

 d
an

 p
el

at
ih

an
 k

ep
em

im
pi

na
n

7.
 M

el
ak

uk
an

 p
el

al
sa

na
an

 p
en

em
pa

ta
n

ja
ba

ta
n 

ba
ik

 ja
ba

ta
n 

tin
gg

i,
ad

m
in

is
tr

at
or

, 
pe

la
ks

af
la

 d
an

 f
un

gs
io

na
l

te
rt

en
tu

 s
es

ua
i 

de
ng

an
 k

om
pe

te
ns

i
ja

ba
ta

nn
ya

8.
 M

el
ak

uk
an

 p
en

5r
us

un
an

 d
ok

um
en

pe
ne

ta
pa

n 
ke

bu
tu

ha
n 

m
el

al
ui

 p
en

at
aa

n
A

pa
ra

tu
r 

S
ip

il 
N

eg
ar

a 
ya

ng
 i

de
al

 s
es

ua
i

ke
bu

tu
ha

n 
da

n 
ko

m
pe

te
ns

i 
(r

ig
ht

si
zi

ng
)

de
ng

an
 p

em
et

aa
n 

(M
ap

pi
ng

);
9.

 M
el

ak
uk

an
 p

en
lru

su
na

n 
po

la
 k

ar
ie

r 
P

N
S

ya
ng

 t
er

in
te

gr
as

i 
se

ca
na

 n
as

io
na

l s
es

ua
i

de
ng

an
 k

eb
ut

uh
an

 b
er

da
sa

rk
an

 
po

la
ka

rie
r 

na
si

on
al

10
, 

P
en

er
ap

an
 m

er
it 

sy
st

em
 u

nt
uk

 m
ut

as
i

da
n 

pr
om

os
i 

P
N

S

1.
 P

en
eg

ak
an

 p
er

at
ur

an
 d

is
ip

lin
 A

pa
ra

tu
r

S
ip

il 
N

eg
ar

a,
 k

od
e 

et
ik

 d
an

 p
er

ila
ku

A
pa

ra
tu

r 
S

ip
il 

N
eg

ar
a 

da
n 

ko
de

 e
tik

pr
of

es
i 

m
el

al
ui

 p
em

an
ta

ua
n 

di
si

pl
in

 b
ag

i
P

eg
aw

ai
 N

eg
er

i 
S

ip
il

2.
 M

el
al

uk
an

 t
in

da
ka

n 
pe

na
ng

an
 t

er
ha

da
p

P
eg

aw
ai

 N
eg

er
i 

S
ip

il 
ya

ng
 m

el
ak

uk
an

pe
la

ng
ga

ra
n 

ko
de

 e
tik

 d
an

 p
er

ila
ku



a v It z -t v ! E (, .E o !, N o. N N

4.
 M

en
in

gk
at

ny
a

ku
al

ita
s 

pe
la

ya
na

n
ad

m
in

is
tr

as
i

ke
pe

ga
w

ai
an

5.
 M

en
in

gk
at

ka
n 

ke
se

ja
ht

er
aa

n 
A

pa
ra

tu
r

S
ip

il 
N

eg
ar

a

6.
 M

en
ye

le
ng

ga
ra

ka
n 

si
st

em
 m

an
aj

em
en

ke
pe

ga
w

ai
an

 y
an

g 
pr

of
es

io
na

l d
an

pe
ril

ak
u 

A
pa

ra
tu

r 
S

ip
il 

N
eg

ar
a 

da
n 

ko
de

et
ik

 p
ro

fe
si

3.
 P

en
er

ap
an

 p
en

ya
m

pa
ia

n 
te

nt
an

g 
La

po
ra

n
H

ar
ta

 K
ek

ay
aa

n 
A

pa
ra

tu
r 

S
ip

il 
N

eg
ar

a
(L

H
K

-A
S

N
) 

bq
gi

 s
el

ur
uh

 A
pa

fa
tu

r 
S

ip
il

N
eg

ar
a

1.
 P

em
be

ria
n 

fa
si

lit
as

 k
ep

ad
a 

P
N

S
 d

al
am

pe
la

ks
an

aa
n 

tu
ga

sn
ya

 s
es

ua
i d

en
ga

n
pe

ru
nd

an
g-

un
da

ng
an

 y
an

g 
be

rla
ku

2.
 P

em
be

ria
n 

ja
m

in
an

 p
en

si
un

 d
an

 ja
m

in
an

ha
ri 

tu
a 

ba
gi

 P
N

S
 s

es
ua

i d
en

ga
n

ke
te

nt
ua

n 
pe

ru
nd

an
ga

n 
ya

ng
 b

er
la

ku
;

3.
 P

em
be

ria
n 

pe
rli

nd
un

ga
n 

ba
gi

 A
pa

ra
tu

r
S

ip
il 

N
eg

ar
a 

be
ru

pa
 ja

m
in

an
 k

es
eh

at
an

,
ke

ce
la

ka
n 

ke
{a

 d
an

 b
an

tu
an

 h
uk

um
4.

 P
em

be
ria

n 
pe

na
m

ba
ha

n 
pe

ng
ha

si
la

n 
ba

gi
A

pa
ra

tu
r 

S
ip

il 
N

eg
ar

a 
be

ru
pa

 t
un

ja
ng

an
m

el
ip

ut
i t

un
ja

ng
an

 k
in

eq
'a

 d
ib

ay
ar

ka
n

de
ng

an
 p

en
ila

ia
n 

ki
ne

4'
a 

da
n 

tu
nj

an
ga

n
ke

m
ah

al
an

 d
ib

ay
ar

ka
n 

de
ng

an
 t

in
gk

at
ke

m
ah

el
an

 b
er

da
sa

rk
an

 
in

de
ks

 h
ar

ga
ya

ng
 b

er
la

ku
 m

el
al

ui
 p

en
er

ap
an

 s
is

te
m

pe
ni

la
ia

n 
ki

ne
rja

 A
pa

ra
tu

r 
S

ip
il 

N
eg

ar
a

ya
ng

 d
id

as
sr

ka
n 

si
st

em
 p

re
st

as
i 

da
n

ka
rie

r 
ya

ng
 d

ila
ku

ka
n 

ol
eh

 t
im

 p
en

ila
i

ki
ne

{'a
 A

pa
ra

tu
r 

S
ip

il 
N

eg
ar

a
5.

 P
em

be
ria

n 
pe

ng
ha

rg
aa

n 
te

rh
ad

ap
A

pa
ra

tu
r 

S
ip

il 
N

eg
ar

a 
ya

ng
 t

el
ah

m
en

un
ju

ka
n 

ke
se

tia
€n

, 
pe

ng
ab

di
an

,
ke

ca
ka

pa
n,

 k
ej

uj
ur

an
, 

ke
di

si
pl

in
an

 d
an

pr
es

ta
si

 k
e{

a 
da

la
m

 m
el

ak
sa

na
l<

an
tu

ga
s,

 p
ok

ok
 d

aa
 f

un
gs

in
ya

1.
 P

en
er

ap
an

 p
el

ay
al

an
 m

an
aj

em
en

A
pa

ra
tu

r 
S

ip
il 

N
eg

ar
a 

m
el

al
ui

 s
is

te
m

{ 6



a t! , ll, z 3 :E b E x E
'

'E 9- !, N o o N N I

m
en

er
ap

ka
n 

m
er

it 
sy

st
em

 d
al

am
pe

la
ya

na
n 

m
an

aj
em

en
 A

pa
ra

tu
r 

S
ip

il
N

eg
ar

a 
m

el
al

ui
 s

is
te

m
 i

nf
or

m
as

i 
A

S
N

be
rb

as
is

 t
ek

no
lo

gi
.

in
fo

rm
as

i 
A

S
N

 b
er

ba
si

s 
E

-
K

ep
eg

aw
ai

an
/S

IM
P

E
G

 d
an

 s
at

u 
pi

nt
u

2.
 M

 e
ni

ng
ka

tk
an

 p
ro

fe
si

on
al

 p
el

ay
an

an
da

la
m

 p
en

ge
lo

la
al

 a
dm

in
itr

as
i

ke
pe

ga
w

ai
al

 u
nt

uk
 m

ew
uj

ud
ka

n
pe

la
ya

na
n 

pr
im

a
3.

 P
en

er
ap

an
, 

ev
al

ua
si

 d
aa

 p
em

ba
ha

ru
an

S
ta

nd
ar

 O
pe

ra
si

on
al

 P
ro

se
du

r 
(S

O
P

)
se

ba
ga

i 
ac

ua
n 

da
la

m
 p

el
a-

ks
aa

aa
n

pe
la

ya
na

n 
m

an
aj

em
en

 A
pa

ra
tu

r 
S

ip
il

N
eg

ar
a 

un
tu

k 
m

en
in

gk
at

ka
n 

m
ut

u
pe

la
ya

na
n 

m
an

ai
em

en
 A

pa
ra

tu
r 

S
ip

il
N

eg
ar

a
4.

 P
en

ge
m

ba
ng

an
 a

pl
ik

as
i 

m
an

aj
em

en
ke

pe
ga

w
ai

an
 b

eb
as

is
 e

le
kt

ro
ni

k
5.

 P
en

ye
le

ng
ga

ra
an

 s
ur

ve
y 

in
de

ks
 k

ep
ua

sa
n

pe
la

ya
aa

n 
m

an
aj

em
en

 A
pa

ra
tu

r 
S

ip
il

N
eg

ar
a

6.
 M

el
ak

uk
an

 m
on

ito
rin

g,
 k

oo
rd

in
as

i,
si

ng
kr

on
is

as
i 

m
an

aj
em

en
 k

ep
eg

aw
ai

an
,

se
rt

a 
m

en
ge

va
lu

as
i 

ke
gi

at
an

 d
an

 p
ro

gr
am

ya
ng

 d
ila

ks
an

ak
an



BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN

KEGIATAN SERTA PENDANAAN

rIE
*

I* IE
rfl EI I



BAB VI
REI{CAI{A PROGRAil DAIT XEGIATAIS SERTA PEI{DAITAAI|

Program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi dalam rangka mendukung

visi dan misi Gubernur Jambi periode 2O|6-2O2L adalah:

TvJuan:

TerwuJudaye PenlngLataa Kueltter Sumber Deye Aperetur

Sasorrzn :

1. fentngtetlal Kapadtar Sumber Daya Aparatur Slpll tregara;

1. Program Proferlonallsad PIIS

1. Kegiatan Peningkatan Kemampuan PNS Melalui Pemberian Bea

Siswa T\rgas Belajar dan Bantuan Biaya Pendidikan Izin Belajar

dan Cost Sharing; l2O17,20l8l
2. Kegiatan Peningkatan Kemampuan ASN Melalui Pemberian

Beasiswa Tugas Belajar dan Cost Sharing; (2019)

3. Kegiatan Peningkatan Kemampuan PNS Melalui Diklat, Seminar,

Kursus, Penataran, Praktik Kerja, dan Pertukaran PNS dan

Swasta; (2017)

4. Kegiatan Peningkatan Kemampuan PNS Meldui Pengembangan

Kompetensi, Diklat, Bimtek, Seminar, Kursus, Sosialisasi dan

Worshop; (2018)

5. Kegiatan Peningkatan Kemampuan ASN Melalui Pengembangan

Kompetensi, Diklat, Bimtek, Seminar, Kursus, Sosialisasi dan

Worshop; (2019)

6. Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian

Ijazah; (2017,2018)

7. Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan

Pangkat Penyesuaian ljazah; (20l9l

8. Kegiatan Mutasi dan Rotasi Jabatan;

9. Kegiatan Pengembangan Karir Pejabat Fungsional Tertentu bagi

Pegawai ASN; (2017)
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10. Kegiatan Pelayanan Administrasi Jabatan Fungsional Tertentu;
(2018, 2019)

1 I . Kegiatan Penilaian Prestasi Kerja pNS dan Non pNS/pppK; (2017)

12. Kegiatan Pemantauan Disiplin PNS dan Non pNS/pppK; (2OlZ,

2018,2019l.

13. Kegiatan Penanganan Kasus-Kasus pelanggaran Disiplin pNS

dan Non PNS/PPPK; (2017)

14. Kegiatan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin pNS;

{2OLa,20t9l
15. Kegiatan PeLaporan Harta Kekayaan ASN (LHK ASN) dan Lp2p;

l2o17)

16. Kegiatan Pelaporan Pajak-PajakPribadi (LP2P) PNS; (2018)

17. Kegiatan Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS; (2017, 2OL8,2OL9l

18. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang

Kepegawaian; (2018)

2. Program Penlngkatan Kapasltas Sumber Daya Aparatur
1. Kegiatan Seleksi Calon Pejabat Struktural; (2016)

2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan PNS; (2016)

3. Kegiatan Pengembangan Karir Pejabat Fungsional Tertentu bagi

PNS Daerah; (2016)

4. Kegiatan Rapat Koordinasi Tahunan KORPzu se-Provinsi Jambi;

{2017, 2Ot8, 20t9l

3. Program Prornosl dan Pengislan rlabatan Pfunpinan Ttnggi Secara

Reyisi RENSTnA BKD Provinst lambt zo1 
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Terbuha

1. Kegiatan Pembentukan dan penyelenggaraan assesment center;

2. Kegiatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; (2017,

2018,20191

3. Kegiatan Pengisian Pimpinan Tinggi Madya; (20171

4. Kegiatan Seleksi Pejabat Administrasi; (2O L7, 20 18, 20 L9)

5. Kegiatan Penyelenggaraan Talent Pool (Penetapan Kader Potensial);

6. Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas;



4. Program Penataan, Perencanaan, dan RsLnrltmen SD Aparatur
Bertadr Kompcteasl

1. Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Penataan dan Distribusi

PNS; (2017,2ot8,20r9l
2. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Formasi PNS/PPPK Lima

Tahuan dan Tahunan; (2017,2018, 2019)

3. Kegiatan Seleksi CPNS/PPPK Berbasis Sistem CAT (Computer

Assisted Test); (2017, 2Ol8,20l9l
4. Kegiatan Seleksi Calon Praja IPDN Secara Terbuka; (2017,2018,

2019)

5. Kegiatan Pendistribusian PNS Dalam Rangka Penataan Pegawai;

6. Kegiatan Penataan Pega.wai Non PNS/PPPK/Tenag" Kontrak di

Lingkungan Pemprov; (20 1 7)

7. KegSatan Penataan Pegawai Non PNS / PPPK/ Tenaga Kontrak;

(2018, 20r9)

5. Program Pemblnean BaLat dan Penlnglatan Prertad Anggota

KORPRI dl Btdang Olah Raga

1. Kegiatan Pekan Olah Raga KORPRI antar SKPD di Lingkup Provinsi

Jambi;

2. Kegsatan Pekan Olah Raga KORPRI Tingkat Provinsi Jambi;

3. Kegiatan Pekan Olah Raga KORPRI Tingkat Nasional; l20l7,20l9l
4. Kegiatan Rapat Kerja Badan Pembina Olah Raga (RAKERBAPOR)

KORPRI Kab/Kota se Provinsi Jambi;

6. Program Pemblnean Bakat dan Penlngkatan Prestasl Anggota

KORPRI dt Btdaag lleagamaan ilental dan Rohaal

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pembelajaran Seni Baca Al Qur'an bagi

Anggota KORPRI Provinsi Jambi; (2Ol7,2ol8l
2. Kegiatan Pembel4jaran Seni Baca AI Qur'an; (2019)

3. Kegiatan MTQ KORPRI Tingkat Nasional; (2018)
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4. Penyelenggaran MTQ KORPRI antar SKPD Lingkup Pemerintah

Provinsi Jambi;

5. Penyelenggaran MTQ KORPRI Tingkat Provinsi Jambi;

6. Sosialisasi dan kerukunan hidup antar umat beragama bagi

Anggota KORPRI Provinsi Jambi;

7. Bimbingan Teknis IGder P4GN;

8. Sosialisasi Pencegahan Penyakit Menyimpang.

7. Program Pemblnaan Bakat dan Peningkatan Prectasl Anggota

KORPRI dt Btdang Xesenlan dan Kebudayaan

1. Lomba paduan suara KORPRI;

2. Pembentukan Kepengurusan BAPENI KORPRI Provinsi Jambi.

8. Program Pemblnaan dan Farllltasl Organtsart dan HuLum dl
Btdang Keeadaran llukum, Kelembagaan daa Peraturan Daerah

1. Sosialisasi Lembaga Konsultasi dan Bantua Hukum (LKBH)

KORPRI;

2. Pendampingan Konsultasi Bantuan Hukum bagi Anggota KORPRI

dan Pengembangan Anggota KORPRI;

9. Program Pengembangaa Ke*lraurahaan dan PentngLatan
KeseJahteraan Anggota KORPRI
1. Kegiatan Bimbingan Teknis/Kursus Singkat Manajemen

KOPERASI bagi Pengurus KORPRI UNI?;

2. Kegiatan Pembekalan Kewirausahaan bagi PNS/Anggota KORPRI

menjelang masa purna bhakti.
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Tr$uan:
TerruJudnya Penlngkatan Kualltas Sumber Daya Aparatur
Sascrzn.'
2. Menlngkatlan Kualitas Penataaa Aparatur Sipil l$egara;

1. Program PeningLataa Kualitas laformasi Kepegaralan
1. Kegiatan Penyusunan Buku Profil PNS dan PPPK Provinsi Jambi;
2. Kegiatan Penyusunan Buku Daftar Urutan Kepangkatan PNS

Provinsi Jambi;

3. Kegiatan Penyusunan Buku Data Kepegawaian Pemerintah

Provinsi Jambi dan SKPD Provinsi Jambi serta Daftar Urutan

Kepangkatan PNS; (2017, 2018, 20l9l
4. Kegiatan Penyusunan dan Update Database Pejabat Pimpinan

Tioggi, Administrator, Pengawas dan Fungsional PNS;

5. Kegiatan Penyusunan Buku Profil Pejabat Pimpinan Tinggr,

Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas; (2077, 2Ol8)

6. Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Data Kepegawaian

melalui Data SAPK dan SIMPEG dan Rapat Sinkronisasi Data

dgn Kab/Kota; (20l7l
7. Kegiatan Pengelolaan, Pemeliharaan Data dan Informasi

Kepegawaian ; (2Ol 8, 20 19)

8. Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Tata Naskah Dinas

Kepegawaian Elektronik dan Arsip Fisik; (2017, 2019)

9. Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Tata Naskah Dinas

Kepegawaian; (2018)

10. Kegiatan Pengelolaaa dan Pemeliharaan Website Badan

Kepegawaian Daerah; (20 I 7)

11. Kegiatan Publikasi Kegiatan di media Cetak dan Elektronik;

(2Or7l

12. Kegiatan Pengembangan Aplikasi Pelayanan Kepegawaian;

(2017, 2018, 2019l.

13. Kegiatan Pembentukan dan Penguatan Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi; (2017)
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2. Program Pemblnaan daa Pengcmbangan Aparatur

1. Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Data Kepegawaian

Daerah dengan Data SAPK; (2016)

2. Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS/Pengangkatan Tenaga

Honorer Menjadi CPNS; (2016)

3. Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi,

Pemberian Piagam Satyalancana Karya Satya,

Karis/ Karsu, Karpeg, Cuti,LP2 P dan Bapertarum; (20 1 6)

4. Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin

PNS; (2016)

5. Kegiatan Penerimaan dan Pembinaan Praja IPDN; (2016)

6. Kegiatan Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;

(2016)

7. Kegiatan Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat dan

Proses Seleksi Pensiun Bagi PNS; (2016)

8. Kegiatan Pemberian Beasiswa T\rgas Belajar dan Ikatan Dinas

bagi PNS; (2016)

9. Kegratan Monitoring, Evaluasi dan PeLaporan; (2016)

10. Kegiatan Pengambilan Sumpah Janji PNS Di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Jambi; (2016)

11. Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Disiplin PNS; (2016)

12. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Mutasi dan Kenaikan

Gaji Berkala PNS; (2016)

13. Kegiatan Penilaian Kine{a dan Disiplin PNS (Amanat UU No. 5

Tahun 2014 tentang ASN); (2016)

14. Kegiatan Perencanaan Penataan Pegawai; (2016)
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Tl$uan:
TerwuJudnya Penlng&atan Xuatltas Sumber Daya Aparatur
Sascrza:
3. Menlngkatkaa Dlslplln Pegawal Aparatur Slpll lyegara;
1. Program Pealngkatan KeseJahteraan pIfS dan pemberlan

Penghargaan PIYS

1. Kegratan Penyusunan, Monitoring dan Evaluasi pemberian

Tunjangan Kinerja/Tunjangan Kesejahteraan Secara Bertahap;
(2017,2Or8)

2. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan perlengkapannya;

(2OL7,20t8l

3. Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya;

(201e)

4. Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi,
pemberian SLKS, Gub Award, Cuti, Bapertarum/Taperum, izin
cuti PNS ke Luar Negeri, Taspen JKK & JKM dan pemeriksa

Kesehatan PNS; (2017)

5. Kegiatan Pemberian Penghargaan dan Kesejahteraan pNS;

(2Ot8,2Ot9)

2. Program Penlngkatan DlslpHn Aparatur
1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;

(2016)

2. Kegiatan Peningkatan Rasa Nasionalisme dan Kedisiplinan PNS

di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi; l2ol7,2}l8l

Reylsi RENSTRA BKD Provinsi tambi 2O1 
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Tttfuan:
TerwuJudnya Penlngkatan Kutllta. Sumber IraF Alraratur

Saso,tun:
4. Menlngkatkaa Kualltar Pel,ayenan Admlnltrarl Kepcgawaian;

1. Progrem Peningkatan Pengembangan Slrten Pelaporan Capalaa

KinerJa dan Keuangan

1. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan,
Semesteran dan Akhir Tahun; (2Ol7,20l8l

2. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran, Penyusunan Rencana Kerja (Renja), Peny'usunan
Penetapan Kine{a (Penja}, Rencana Kerja Tahunan (RKT),
Iaporan Akuntabilitas Kineg'a Instansi Pemerintah,
Penyusunan LKPJ dan LPPD BKD; l20l7, 20l8l

3. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran, Penyusunan Rencana Keg'a, Penetapan Kinerja, RKT,
LAKIP, LKPJ dan LPPD BKD, serta Penyusunan dan Revisi
RENSTRA SKPD; (2019)

4. Kegiatan Penyusunan dan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA
SKPD); l2ol7,2Or8)

5. Kegiatan Pelaporan Barang Milik Daerah; (2017,2018lr
6. Kegiatan Pen5,'usunan PeLaporan Keuangan dan Barang Milik

Daerah; (2019)

2. Program Pelayaaan Publtl dl Btdangl(epegaralan
l. Kegiatan Pelayanan Izin Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Izin

Penggunaan Gelar Kesarjanaan; (2Ol7l

2. Kegiatan PeLayanan Administrasi Jenjang Pendidikan PNS;

(2018)

3. Kegiatan Pelayanan Adninistrasi Jenjang Pendidikan Lanjutan

Aparatur Sipil Negara; (2019)

4. Kegiatan Pelayanan Pengangkatan CPNS, Kenaikan Pangkat

PNS dan Pensiun PNS; (2017, 2Ol8,20l9l
5. Kegiatan Pelayanan Pengangkatan, Penyesuaian, dan Kenaikan

Jabatan Fungsional;

6. Kegiatan Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala PNS; (2017, 2Ol8)

7. Kegiatan Pelayanan Mutasi Pindah Antar Instansi; (2017, 2Ol8l

8. Kegiatan Mutasi dan Kenaikan Gaji Berkala; (2019)
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3. Program Pea5rusunen Keb{atan, Koordlnad, Monltorlng daa

Enaluad dan Pettlmbaagan .Iabataa dan Kepanglatan
1. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Produk Hukum di Bidang

Kepegawaian; (20171

2. Kegiatan Penyelenggaran Rapat Koordinasi/ Rapat Keq'a/Forum

Kepala BKD Se Provinsi/FGD di Bidang Kepegawaian; (2O17,

2018,2019)

3. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan; (2017,

2018,20191

4. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat Tim Pertimbangan

Jabatan dan Kepangkatan;

Revisl RE STRA BNL Provlnsl rambl2Ol "-rlrrl

9. Kegiatan Pengelolaan, Pelayanan dan Fasilitasi Penerbitan Kartu
Pegawai (Xarpeg), Kartu Pegawai Elektronik (KPE), Kartu Isteri
(Karis)/ Kartu Suami (I(arsu) dan Kartu Identitas Pegawai ASN;

(2Ot7l

10. Kegiatan Pelayanan dan Fasilitasi Kartu Identitas Pegawai;

(2018)

11. Kegiatan Pengelolaan, PeLayanan dan Fasilitasi Penerbitan Kartu

Pegawai (Xarpeg), Kartu Pega.wai Elektronik (KPE), Kartu Isteri
(Karis)/Kartu Suami (Karsu); (20 19)

72. Kegpatan Pelayanan Penerbitan/ Rekomendasi dan Surat

Pernyataan Hukuman Disiplin dan Izin Perceraian/ Perkawinan;

(2Ot7,2OLA|

13. Kegiatan Sosialisasi/Bintek Peraturan Perundang-undangan di
Bidang Kepegawaian ; (2OL7l

14. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang

Kepegawaian; {20l9l
15. Kegiatan Penyelenggaran Survey Kepuasan Masyarakat; (2017,

2018)

16. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi SOP Pelayanan

Kepegawaian;



4. Program Penlngkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Kegiatan Rahabilitasi Berat Kantor BKD, Asesment Center, dan

Gedung Arsip;

2. Kegiatan Rehab Sedang Ruang Rapat Kantor BKD dan Ruang

Pelayanan SAPK dan Simpeg;

3. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor; (2016,

2017,201a, 20191

4. Kegiatan Pengadaan Perdatan Gedung Kantor; (2016, 2OI7,

2OL8,20t9l

5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perafatan Gedung

Kantor; (2016, 2017, 2018, 2019)

6. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; (2016,

2077,20t4,20191

7. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional;

8. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor; (2016,2017,

2018,2019)

9. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/

Operasional; (2016, 2017, 2018, 20l9l

5. Program Pelayanan Admlnlstrasl Perlantoran
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat; (2016,2017,2018,

2079)
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik; (2016, 2017, 2018, 2019)
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; (2016,2017,

2018,24191
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; 12016, 2017,

2018,20t9)
5. Kegiatan Penyediaan AIat Tulis Kantor; (2016,2017,2018,20191
6. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggand aan; (2A16,

2017,2018,20t9)
7. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor; (2016,2077, 2018, 2019)
8. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan; {2016, 2017, 2018, 2019)
9. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman; (2016, 2017,

20t8,2019)
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10. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah; (2016,20l7l

11. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah dan Dalam Daerah; (2018,2019}

Secara sederhana rincian rencana program dan kegiatan, indikator

kine{a, capaian awal dan capaian akhir dapat dilihat tabel 6. l.
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BAB VII
KINER^'A PEIYYELENGGARA BIDANG DAN T'RUSAN

Revisi Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah provinsi

Jambi Tahun 2Ol4-2O18 merupakan acuan dan pedoman dalam
pelaksanaan tugas penyelenggaraan manajemen kepegawaian daerah
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi menggunakan Indikator
kine{a sebagei tolak ukur berhasil atau tidaknya pencapaian visi dan
misi organisasi.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 pada misi yang ke I (satu)

yaitu "Menlngkatkan Tata Kelola Pemerlntahan daerah yang bcrslh,
transparan, aLuntabel dan partldpattf yang berorlentad pada

pclalranan publit'.
TuJuan dan Sasaran Mlrt lre I RPJUD

ftri 1: feataglatt ! Tata Kcioh Pcoori8t tra dr.nl y.8g bGnlh, truprr.r, atuot.bel
du partirtpatif y.ag berorlentul pada pelr5reau publlt.

TuJuea Sarari! Iodllrtor
Sa'lra!

2016 2017 2()18 2(Jt9 2020 202t

Mewujudkan

tata kelola

pemerintahan

daerah yang

bersih,

trartsparatl,

akurrtabcl dan

partisipatif

dengan

publik

b€rkualitas.

Menirgkatnya

trans,paransi darr

akurltabilitas

kine{ia serta

peagelolaan

keuangan daerah

yaJrg cflsien.

Nilai

SAKIP

cc B B B B BB

MeninskatnF

kualitas
pel,ayanan pada

instansi/ lembaga

pemerintah

daerah yang

oelayani publik

Nilai

IKM

B B B A

Sumber : RPJMD Provinsi Jambi
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Tabel 7.1.

Indlkator KlnerJa BKD Provlnsl Jambl
yang Mengacu Pada TrrJuan dan Sasaran RP.TMD

1, Persentase ASN
yang meoiliki
konpetensi sesuai
jabatannya.

5"/o 5o/o 5o/o 5o/o

2. Persentase
Penetapan ASN
dalam Jabatan,

1V/o 1tr/o 7tr/o 7V/o

3. Per:s€ntase
Peningkatan
Penanganan.
Pelanggaran
Disiplin.

6@/o 65o/o 7tr/o 7@/o

1

4, Indeks Kepuasan
Petrayanan
Adninistrasi
Kepegawaian

B B B B

Revisi RENSTRA BKD Provinsi Jambi

ItIo. ITDIXAToR
TUJUAT/SAAARAT

XO DIAI
XI ER.'A

PADAAWAL
PERIODE
RPJXD

TARGEf XIXER.'A
TUJUAT/ SASARAIT PADA

TAIIT'II XE

KOXDIAI
XIXER^'A PADA

AIUIIR
PERIODE
RPJUD

I 2 3 4 5

(1) (21 (3) {4) (s) 16) ftl t8) t9t
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BAB VIII
PEITUTI'P

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Jambi merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

yaitu "Mewujudkan Pemerintahan yang Handal (terpercaya)". Sesuai

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, dinyatakan bahwa Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi mempunyai fungsi penunjang

kepegawaian dan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun

2O16 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi T\rgas dan Fungsi, Serta

Tata Keq'a Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi mempunyai

fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah

pada bidang kepegawaian daerah.

Revisi Rencana Strategis (Renstra) ini juga menjadi acuan dan

pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi selama periode 2016-2027.

Demikian penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, agar dapat

dljadikan sebagai alat perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,

pertanggung jawaban dan evaluasi pelaksanaan prograrn dan kegiatan

organisasi.

Revisi RENSTRA BKD Provinsi lambl 2016-2021
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